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KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Perangkat Daesrah : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Bidang/Bagian :  Sekretariat

Program :  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi

Capaian Program ¢ Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja

Target Program : B225

Nama Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Hasil Kegiatan : Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi
kinerja disusun dengan baik dan tepat wakiu

Target Hasil Keg : 100%

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah

Keluaran Sub Keg : Jumiah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Target Keluaran Sub Keg : & Dokumen

Sasaran Sub Keg 1 Aparatur

Tahun Anggaran : Tahun 2026

A. Latar Belakang:
1. Dasar Hukum
Yang menadi landasan hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provins: Bali tahun 2026 adalah .

8. Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2004 Momor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a4421),

k. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045;




Undang-Undang Momor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraluran
Parundang-Undangan {Lembaren Negara Repubhk indonesia Tahun 2011
Momor 82, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonssia Momaor S234),
gebagaimana telal diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 lahun 2019
(Lembaran Magara Republik Indaresia Tanun 20171 Nomer 183, Tambshan
Lembaran Negars Republik Indoresia Nomor 3587

. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerinshan Daerah
(Lembaran Negara Republik ndonesia Takoe 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5587), sebagsimana telah
diubah dua Kah, terakhir dergan Urdang-Undang Nomor 8 fahun 2015
tentang Perubaban Kedua atas Undang-Undang Mornor 23 tahon 2064
tenlang Pemernntabhan Drasrak;

. Undang-Undang Momar 15 Tabkun 2022 tetitanyg Provinsl Bal (Lembaran
Megara Republilk Indonesia Talun 2023 Nomor 62

Feraturan Pemerintah Momor 4 Tahun 2007 tenteng Pedmman Laporan
Faryelanggaraan Pemerintah Baerah Kepada Peamerinleb. Laporan
Beterangan Pertarggunojawaten  Kepale Caerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Deeraby, Can Informasi Leporan Penyelenggaraan
Pemerintah Dasrah Kepada Masyarakat (Lembaran Megara Republik
Indonasig Tahur 2007 Momor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesiz Namor 4533

. Peraturan Permneriniab Nomoer & Tahon 2008 temtang Pedorman Evaluasi
kerjz  Penyelendgaraan  Pemerintabian Daerah  {Letmbaran  Nageca
Republik Indornesia Normor 19 Tahon 2008, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoresia Nomar 4815);

. Peraturan Pesmerintat Namar 28 Tabun 2008 esiang Rencana Tats Ruang
Wilayah Masional (Lembaran Megara Eepublk Indonesia Tahbun 2008
Memar 26, Tambatan Lembaran Negara Fepublik Indonesia Momoar 4823

Feraturan Femanntan Bepubiik Indonesia Nomaor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolzan Keuangan Dasrah Nasiohal {Lembaran Negara Republik
Indonasta Tahun 2012 Nomer 42, Tambahan Lambaran Wegara Republik
Indornesia Nomor 6322

Feraturan Presiden Maomar 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tabun 2020-2024 {Lembaran Negara Republik
[Mmdoresia Tabur 2020 Momor 10);

. Peraturan Menteri Dalarm Neger Nomer 83 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunar Deerah, Tata
Cara Eveluasl Rencangan Peraturan Dasrah Tentang Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Peambangunan Jangka Mensngah
Daerah, Serta Tata Cara PerubahanBencana Pembangunan .Janghka
Panjang Daersh, Rencana Pembangunan Jangka Mensngah Daerah, dan




Rencana Kega Pemerintah Daerah (Beriia Negara Repoblik Indonesia
Tahuri 2017 Nomor 13120

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2049 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Parencanaan Pembangunan dan Keusngan
Daerah {Benta Nagara Republik Indanesia Tahun 2019 Namar 1447);

. Peraturan Daergh Provinsi Bali Momor @ Tahun 2012 Tentang Subak
{Lembaran Daerah Provings Bali Tahun 2012 No 9 Tambahan Lambaran
Lembaran dasrah Fravins Bali Narmor 8);

. Peraturan Daerah Proving Bali Nomor 3 Tahun 2077 Tentang Lambags
Perkredilan Desa (Lembaran Daesrah Pravinsi Bah Tskhon 2007 Mo 3,
Tambshart Lembsran Lembaran dasrah Provinsi Bali Tahun 2017
Momar 3);

. Peraturan Daerah Provinsi Ball Nomar 7 Tabon 2024 tentang Rencana
Fembangunan Jangka Panjang Daerab Semesta Berencana Provins Bal
Tabiun 2025 — 2045 (Lembaran Daersh Provinsd Bali Tahun 2024,
Tambahan Lembaran Lembaran dastah Provins Bali Moror 7,

. Paraiuran Dasrah Provinsi Bal Nomor 4 Tahun 2019 tenkarg Desa Adat di
Bali (Lembaran Casrah Tahun 2M3 Nomer 7, Tambahan Lembaran
Dasrah Nomor S).

. Peraturan Daerah Provins Bali Nomer 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Peraturan Daeral  Provinsi Bali Nomor 100 Tahun 2015 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali:

Parziuran Daersh Provinsi Bali Nomer 3 Tahun 2025 Tentang Rendcana
Fembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Prowvins] Ball
Tahun 2025-2029;

. Peraturan Gubermnmur Bali Nomor 2 Tabhun 2023 tentang Perubahan Kedua
Al@s Peraturan Gubemur Momor 34 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan
kevaigan Desa Adat di Ball (Berila Baerah Pravinsi Beli Tahun 2023 normar
2k

Peraturan Gubernur Bali Momor 4 Tahun 2020 tentang  Pstunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2018 teniang Desa Adat di
Bali [Berita Dacrah Provins Balk Tahun 2020 nomar 4);

. Peraiuran Gubernur Bali Nomar 9 Tahun 2025 tentang Kedudukan. Susunan
Crgamsasi, Tugas Dan Fungs), Sera Tata Kerja Perangkat Dasrah i
Lingkungan Pemenntah Provinsi Bak (Berita Dasrah Provinsi Bali Tahun
2025 Marmor 3},




2. Gambaran Umuen.
Pembangunan diarabhkan urtuk peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan barusaha, meningkatkan akses dan
kuaiifas pelayanan publik dan days sang D2erah sesuai dengan urusan
pemerimtahnan yang menjadi kewenangarnya. Untuk manentukan kebijakan
masa depan yang baik pere melibatkan  berbagal unsur  pemangku
kepentingan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penling
tlan hdak terpisahkan dadi sistern perencanaan pembangunan nasional.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentsng  Sistem
Ferencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Merntsri Dalam Megari
Momor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluax Pambangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daaran Tentang Pembangunan Jangka Panjang Dasrah dan Rencana
Pembangunan Jangka Mensnpah Daerah, 3erta Tata Ceara Perubahan
FRencana Fembangunan Jangks Panjang Daesrah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Baerah, dan Rencana Kefia Pemenintah Dasrah,  masirg -
masing Perangkat Dasrah wajin Mzmausun Renstra Parangkat DEarah untuk
jangka wakiu & {lima) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD dan Renja
Ferangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tabun yang memupakan
perjabaran  dai  Rencanz  Kerfja Pembangunan Dasrah  (RKPO).
Menindaklanjuti amanat tersebut, Dinas Pemajuan Wasyarakat Adat Provins
Bali wajib menyusun Henstra dan Renja Perangkat Daerah Tabun 2026, Salsh
satu  kabapan pelaksansan perencanaan yang dilslokan olel Perangkat
Czerzh dalam mengslola keusngan adalah menyusun Rencana Karja dan
Anggaran (RKA) Tahun 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Tahun H¥2E. Peryusuman RKA dan DPA im berfujuan urtuk merencanakan
kebuiuhan danafanggaran dan berbagal program dan kegigtan yang
dilaksanakan Tahun 2026 yang bersl rencand pendapatan, rancana belana
program dan kegiatan SKPD serts rencana pembiayaan sebagai dazar
pEnyLEUnan APBLD Tahun 2026,
Mengacu pada amanat peraturan tersebut di atas, pada tabun 2028 Dinas
Femajuan Masyarakat Adat FProvinsi Bali wajib  menyusun  dokumen
Ferencangan, dan Penganggaran sebanyak 6 (enam) dokumen vaitu:

Renja Tahun 2026,

Rema Perubzhan Tahun 2025

REA Tahun 2026,

OFA Tahun 2026;

REA Perubahan Tahun 2026;

DFA Perubzhan Tabion 2026,

L




Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran secara tepat wakiu dan
berkualitas, dmaksudkan untuk memberikan arah dan acuan yang jelas dalam
penganggaran, pembangunan daerah dan mendukung pencapaian target
output kegiatan tahun 2026 yaitu jumlah dokumen Perencanaan, dan
Penganggaran disusun tepat waktu sebanyak 6 dokumen dan tercapainya
target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu Nilai
Evaluasi Manajemen Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 8225 nilai.

B Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ini
adalah pelaksana kegiatan (PPTK) dan Pimpinan Perangkat Daerah. Dokumen
perencanaan ini menjadi landasan dalam penyusunan kegiatan dan sebagai lolok
ukur dalam pencapaian kinera yang telah ditetapkan serta menjadi panduan
dalam menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali
Tahun 2026.

C. Strategi Pencapaian

1. Metode Pelaksanaan
Metodalogl yang digunakan dalam Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026
dilaksanakan dengan cara swakelola, melalui rapat - rapat intern dan rapat
koordinasi dengan para pemangku kepentingan meliputi OPD terkait, Majalis
Desa Adat, Majelis Subak dan LPLPD.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas
Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026 dilaksanakan selama 1
tahun mulai bulan Januari sampai Desember 2026. Tahapan dan wakiu
pelaksanaan proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ini
lebih jelas dapat dilihat pada matrik tabel 1.

D.Biaya Yang Diperlukan.
Biaya yang dibutuhkan untuk penyusunan 6 dokumen Perencanaan dan
Penganggaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada tahapan
Induk dan Perubahan Tahun 2026 sebesar Rp.15.712.600 (Lima belas juta tujuh
ratus dua belas rnbu enam ratus rupiah).

Bali, 15 September 2025
F'Ejgpﬂapalaksana Teknis Kegiatan

Ni Made Sri Astuli, S Sos. MAP
NIP. 19710218 199003 2 005




Matrik Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencangan Perangkat Daerah Tahun 2026
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KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Nama Perangkat Daerah - Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Nama Bidang/Bagian Sekretariat

Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian Dalam RPJMD - Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja

Target Program - 82.25

Nama Kegialan . Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Keluaran/Oulput Kagiatan - Jumiah dokumen Perencaan dan evaluasi kinerja
disusun tepat waktu,

Target Keluaran . 7 Dokumen

Sub Kagiatan . Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Keluaran/Output Sub Kegiatan s Jumlah Deokumen Evaluasi Kinerqa Perangkat
Daerah yang disusun,

Target Keluaran Sub Kegiatan » 2 Dokumen

Hasil/lOutcome Sub Kegiatan ' Nilai evaluasi manajemen kinerja dari kKomponean
pelaporan kiner)a,

Target Hasil Sub Kegiatan L2

A. Latar Belakang ;
1. Dasar Hukum
Yang menjadi landasan hukum Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provins: Bali tahun 2021 adalah

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan
Peambangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2004
MNomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Momaor 4421),

b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Masional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik




Indonesia Tahun 2007 Momor 23, Tambahan Lembkaran Negara Republik
Indonasia Nomer 47005,

- Undang-Undang HWomor 23 Tahun 2014 tentang Pemsrntahan Dasrsh
{L.embaran Megara Republik Indoresia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonasia Naomor 5567, sabagaimana telah diutah
dua kal, terakhir dengan Undang-Undang Momor & takum 20153 {antang
Farudbahan Kedus atas Undang-Undang Momor 23 tshun 20M4  fentang
Famerintahan Daerah;

. Peraturan Pemarintah Nomor & Tahun 2006 fentang Laporan Kewangan Dan
Kingrja [nstanst Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2006
Momaor 25, Tambatan Lembaran Negara Repubhl; Indonesia MNomor 4614),

. Perataran Permnenntatr Mamor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan
Panyelanggaraan Pemerintah  Deerzh Kepada  Pemerintah, Laporan
tetsrangan Partanggungawaban Kepala Dasrah Kepada Dewan Fenyvakilan
Rakyat Daaran, Dan Informasi Laporan Penyelanggaraan Pemarintah Daerah
Kepada Masyarakat (Lambaran Negara Republl Indoresia Tabwn 2007 Nemor
1%, Tamtahan Lembaran Negara Repuplik, Indonasia Mornor 45653},

. Peraturan Pemeriniah Nomor 6§ Tahun 2008 lentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemenntahan Drazrah (Lembaran Negara Republik Indonasia
Momaor 19 Tahun 2002, Tambaban Lembaran Megara BEepublik Indonesia
Momar 4513];

. Peraturan Pemearintah Momeor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evalaasi
Feryelenggaraan Pemerintahan Daarah.

. Peraturan Presiden Mormor 28 fahun 2014 igntang Sistem Akuntakilitas Kinara
Instansi Pemarintah,

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara dan HEeformasi Birokrasi

Nomor £3 Tahun 2014 {entang Petunjuk Teknis Perianjian Kinera, FPelaporan
Kinerjg, dan Tata Cara Review Atas Laporan Instansi Pemarintah,

. Peraturan Mentsri Dalam Negeri Nomor 86 Tabun 2017 tentang Tafa Cara
Pergncanaan, Pangendalian, dan Evallasi Pembangunan Dasrzh, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daesrah Tentang Pembkangunan  Jangks
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara PentahanRencana Fembangunan Jangka Papjang Daarah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerjz
Femerintah Daesrah (Berita Megara Republik Indonssia Tahun 2017 Nomor
1314);

. Peraturan Mentert Dalam Megari Momar 90 Tahun 2079 tentary Klasifikasi,
Kodehikas dan MNomenddehir Perencanaan Pembangunan dan Kauangan Dasran,

. Peratoran Drasrah Provinsi Bal Nomor 9@ Tahun 2012 Tentang  Subak
{Lembaran Dasrah Provinsi Balk Tahun 2012 Wo &% Tambkshan Lembaran
Lembaran daarah Provingi Bali Nomor 3);




m. Feraturan Daerabte Frovinsi Bali Momor 3 Tahun 207 Tentang Lembaga
Perkredilan BDesa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Mo 3,
Tambahan Lembaran Lembaran Daeral Pravinst Bali Tahun 2917 Namor 3);

2. Gambaran Lmum.

Penyusunan Laporan  Akantabiitas  ®imerja  Pemarngh  merupakan  suaiy
kewspiban dan keharusan seaap lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Mg, B iahun 2006 {entang Petaporan Keuangan dan Kinerja
Insiansi Pemerintzh ssma Perafuran Presiden Republik [ndonesia Momaor 29 tshun
2014, tertang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenintah, Laporan Klnerja
N sebagar wujud nyata paranggunglawaban alas hasil kinerja setiap lembaga
dalam  rangke pehcapsisn  tuuan  den sasaran. Sefiap  pemimpit
DepartamenfLanbaga Pemarintah Nen Deparfamen, Pemerintah Daserah, Satuan
Kerja atzn Unit Kerja didalamnya wajib membuat laporan akunkabilitas kinerja
secara befienjang setta berkala untuk disampaikan kepada atasannya; Laporan
akuntabilitas kKinera tatunan dan tiag Departemenlembaga Pemerntah MNon
Departemen, masing-masing Menter [ Pemimpin Lembaga Pemerinlah MWon
Deparfamen menyampaikannys kepada Prasiden dan Wakil Prasiden dengan
lembusan kepada Menteri Megara Keordinator Bidang Pengawasan
Pembangunan dan  Pendayagunaan  Aparatur Negara secta Kepata Badan
Fengawasan Keuangan dan Pembangunan. Laporan akuntabilitas kinerja tahunan
dari sefiap Daerabh Tingkat | disampaikan kepada Presiden [ yWakil Prasicden
dengan tambusan kepada Menteri Dalam Mergeari dan Kapala Badan Pengawasan
Keuangan dan Pambangunan. Sasararnt Sistern Akuntabilitas Kinerjz Instansi
Pemearintah adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntatel sshingga
dapat beroperasi secara efisien efskif dan responsf {erhadap  asprasi
masyarakat dan lingkungannya, ferwvujednya transparansi instansi pemerindah,
terwUjudrya partisioasi masyarekat dalam pelaksanaan pembangunan nasional,
dan terpeliharanya kepercayaan masyaraksat kepada pamsrntah. Menyosun
Laporan Keterangan Pertangoungiswaban Kepala Dasrab selamjutnya desebet
LKPJ adalah laporan berupa informeas penyelenggara pemerinlahan selama sato
lahun anggaran atay akhir masa jabatan yang disampaikan Kepala Caergh
kepada DPRD. Jumlah dokwnen Evsluasi Kinerja Perangkat Daerab yang wajib
disusun oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsl Ball pada tahun 2028
adalah sebanyak 1 dokumen yaitu LKIHP, dan LEKP.J.

H Penerima Manfz=t

Fenetima martaat dar Evaluas Kinerja Perangkat Deerah ini adelah Pejabat
FPelaksana Tekms Kegiatan (PPTK), Pimpinan Perangkat Daerah, Audilor. dan para
pemargiu kepertingarn. Dokumen Evaluasl Kinsrfa Perangkat Daegrah ini menjadi




landasan dalam mengevaluasi terhadap pencapaian kinena yang telah diparjanjikan
dengan pemberi mandat serla menjadi acuan dalam menyusun program dan
kegiatan tahun benkutnya,

C. Strateg Pencapaian.
1. Meioda Pelaksanaan

Metodalogl yang digunakan dalam Proses Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026 dilaksanakan dengan
cara swakelola, melalul rapat - rapat koordinasi dengan para pemangku
kepantingan.

2. Tahapan dan Wakiu Pelaksanaan

Proses Evaluasi Kinerja Perangkat Daeran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali Tahun 2026 dilaksanakan

a. Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun
2026 dilaksanakan selama 3 bulan mulal dari Nopember 2025 sampai dengan
Januarn 2026

b. Pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah (LKPJ) Tahun 2026 dilaksanakan selama 2 bulan mulai dari Januari
sampai dengan Pebruar 2025.

Tahapan dan waktu pelaksanaan proses Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah lebih jelas dapat dilihat pada matrik

D. Biaya Yang Diperlukan.
Biaya yang dibutuhkan untuk penyusunan 2 dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah yaitu LKjIP, dan LKPJ Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Baii Tahun
2026 memerlukan biaya Rp. 8.708.80000 (delapan juta tujuh ratus delapan ribu
delapan ratus rupiah).

Denpasar, 15 September 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

N s
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KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Perangkal Daerah :  Dinas Pemajuan Masyarakat Adal Provinsi Bali

Bidang/Bagian :  Sekretarial

Program : Program Penunjang Urusan Pemenntahan Daerah
Provinsi

Capaian Program : Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja

Target Program : B2.25

Nama Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Hasil Kegiatan : Persantase dokumen perencanaan dan evaluasi
kinerna disusun dengan baik dan tepat waktu

Target Hasll Keg : 100%

aub Kegiatan + Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain
Rensira Perangkat Daerah dan Renja Perangkat
Daerah

Keluaran Sub Keg : Jumiah Dokumen Perencanaan Urusan Selain

Renstra PD dan Renja PD yang disusun
Targel Keluaran Sub Keg @ 1 Dokumen
Sasaran Sub Keg :  Aparatur
Tahun Anggaran »  Tahun 2026

A Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tuuan pembangunan
daerah, diperiukan dokumen perencanaan yang komprehensif, tidak hanya
terbatas pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan urusan lain seperti Rencana Aksi
Daerah (RAD), Rencana Induk, Rencana Detail, serta dokumen teknis saktoral
memiliki peran penting dalam membernkan arah kebijakan, stralea, dan
langkah cperasional pembangunan daarah,

Penyusunan dokumen perencanaan wrusan selain Renstra dan Renja
Perangkat Daerah tahun 2026 diperlukan agar kebijakan pembangunan dapat
tenntegrasi, sinkron, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, termasuk Permendagri Momor 90 Tahun 2018 jo. Kepmendagn
050-5889 Tahun 2021 tenlang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah




B. Dazar Hukurm

Yang merjadi landasan hukum  pelaksanaan sub Regiatan  Panylesunan
Diokumen Perencanaan Unisan Selain Renstra Perangkai Daersh dan Renja
Perangkat Dasrah Dinas Pemajusn Masyaraket Adat Provinsi Bali tahun 2026
adalak

a,

Undang-LIndang Momer 25 Tahun 2004 tentang Sistern Persncanaan
Pembargunan Mastonal [Lembaran MWegara Republik Indonesie Tahun
2004 Nemor 104, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
44217

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tertang Rencana Pembangunan
Jargka Panjang Masional (RPJPN) tahun 2025-2045

Undang-Undang Momor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Paraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2011
Womor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234},
sebagaimana telah diubah dengan Indang-Undang Nomar 1% tahun 2018
(Lamixaran Negara Rapublik Indomesta Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan
Lerbaran Negara Republik Indoreesia Mamor B388);

Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tsntang Pemerintehan Dagrah
fLembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Nagzra Repubik ndonesia Nomar 5587, sebagaimana ielah
diubah dua kati, terakhir dengan Undar-Undang Noemor © tehun 2015
entang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 232 tahun 2014
lentang Pamerintahan Daerab;

LUndang-Lindang Momer 15 Tahun 2022 tentang Proving Bali {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2023 Nomor 62:

Peraturan Femerinlan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman L.aporan
Fenyelenggeraan  Pemerintah  Daerah  Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungiawaban  Kepala [asrah Kepada Dewan
Fenvakifan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyslangaaraan
Pemeriniah Daerah Kepada Masyarakst (Lembaran Megara Repuoblik
Indonesia Tahun 2007 Momcor 19, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Namor 4533

Peraturan Pemariniah Nomor & Tahun 2008 tentang Pedeman Evaluasi
Kimerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daesrah  {Lembaran Megara
Republik indonesia Nomor 18 Tahun 2008, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Namor 4815):

. Peraturan Pamerintah Momor 26 Tahun 2002 tentang Rencang Tata Ruang

Wilayeh Masiona! (Lembaran MNegara Republik Indonesiz Tabun 2008
Nemer 26, Tambahan Lembaran Megara Republii Indenasia Naomor 48234

Peraturan Pemerintah Republik Indonssia Normer 12 Tahun 2019 tentang
Fangelclaan Keuwangan Daerah Nasional {Lembaran Negara Republik




Indonesia Tahun 2019 Mormor 42, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor B322),

Peraturan Prazsiden Momar 18 Tahun 2020 tentang Hencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Megara Rapublik
Indonasia Tahun 2020 Nomar 107,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor B8 Tabwun 2017 tentang Teta Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Deersh, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Persturan Dsersh Tertarg Pembanguhen
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Sera Tata Cara Perubshan Rsncana Pembangursn Jangka
Panjarng Dasrah, Rencana Pembangunan Jangka Menengsh Daerah, dan
Rencana Kera Pemerintah Desrah {Bertz Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Momar 1312);

Paraturan Menter Dalam Neger Nomor 90 Tabun 2019 tertang Klashkas,
Kodefikasi, dan Nomenklafur Perencansan Pembangunan dan Keuangan
Daerah {Barita Negara Republik Indonesiz Tatun 2078 Momar 1447

. Kepmendagn Nomer 0E0-5239 Tahur 2021 tentang Hasil Verfikasi dan
Validasi Pamutakhiran Klasifikasi, MKodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanasan Permnbangunan dan Kevangan Daerah.

. Paraturan Dasrah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Subak
(Lembaran Dasrah Provinsi Bali Tabun 2012 Wa 9, Tambahah Lembaran
Daerah Provirtsi Bali Nomeor 2}

. Paraturan Daerah Pravinsi Bell Momor 2 Tahun 2017 Tentang Lembaga
Perkraditan [esa [Lembaran Oaerah Provinss Bali Tahun 2017 Ne 32,
Tambahan Lembaran Daesrah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3);

. Peraturan Dasrah Provinsi Bali Bomor 7 Tabun 2024 tentang Rencana
Fembangunat Jangka Pamjang Deerah Samesta Bersticana Praving Bali
Tabtun 2025 - 2045 {lembaran Daerah Provinsi Balk Tabun 2024,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bati Nomor 7

. Peraturan Daerah Provinsi Bali Moemor 4 Tahun 2019 ientang Desa Adat di
Bali {Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambsban Lembaran
D=grah Momar 3).

Feraturan Daerah Provins Bal Normor T Tahun 20MS Tentang Perubakan
Feraran Dasrah Provinsi Bah NMomar 10 Tahun 2018 tenkanpg
Fembentukan dan Susunen Perangkat Dasrah Provins Bal;

. Peraturan Daasrah Provinsi Bali Nomor 3 Tahum 2025 Tentang Rencana
Pambangunan Jangka Menengah Daersh Semesta Berencana Frovinar Bali
Tahury 2025-2025;

Feraturan Gubernur Ball Nomar 2 Tahun 2023 lentang Perubashan Kadua
Atas Peraturan Gubermur Momor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa Adat di Bali {Berta Daerah Provinzl Bal Tahun 2023
narmar 2},




U, Pergturan Guberpur Bali Nomer 4 Tabun 2020 tentang  Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Dasrah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Desa Adat di
Bali (Barkza Dzarsh Provinsi Bah Tabkun 2020 nomar 43,

v. Peraturan Gubemeur Bali NMomor 8 Tabon 2025 tentang Kedudukan,
Susunan Orgamizas, Tugess Dan Fungsi, Serta Tate Kera Peranghkat
Daerah Oi Lingkungan Pemearintah Prowving Bal (Berta Dagrah Prowinsi Bah
Tahun 2025 Nomar 2);

2. Gambaran Umum.

Sebagaimana Undang-Undang Nomer 17 Tahuen 2003 tentang Kewangan
Medara yang mengamanatkan babwa penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Casrah {RAPBD) berpedomar pada REPD serta
Farmandagri Nomor 13 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kal,
vang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomar 21 Tahun 2011
tentang Perubaban BKedua Atas Peraturan Menler Dalam Megen Momar 13
Tahun 2006 tentang Padoman Pengealolzan Keuangan Daerah menyatakan
bahwa RKPD disuzun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antaes
parencanaan, pengangparan,  pelsksaraan dan pengawasan,  maka
penyusunian Kebjakan Umum APBD (KUA} dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyelunuh uniuk
mewLjudkan visi, mis Provins Bali sarta (arget-targat yang telah ditetapyan,
Evaluast dalam konteks mangjernen terutama digunskan untuk membantu
memilih dan merancang kegiatan yang akan datang. Sudi evaluasi dapat
menilai stau menduga keadsan yang dibasilkan suatue kegiatan dalacs hal ini
perubahan organisasi (mencakup kKeluaranfoltpwt dan hasilfoutcome) dan
digfribusi manfaat diantara berbagsi kelmpok sasaran, dan dapat menita
efakiivitaz biaya dar kegiatan dibanding dengan pilihan lainnya. Evalvasi
diperlukar urtuk melihat kesenjangan antara “harapan dan kenyataan”. Hal
yag sangat dipeniingkan delam semua  kegigtan evaluasi adalah
kesampurnasn dan keakuratan data, Evalussi pada dasarnyva merupakan
kajian yang merupakan kedigian mencari fakior-fakior panysbab timbelnyg
parmasalahan, bukan harnya sekedar gepla yang tampak dalam peomokaan,
Karena it evaluas merepakan kegiatan diggnostik, menelaskan interpretas
hasil analisis data dan kesimpulan, Dalam rangka mewujudkan organisasi
berkineria tinggi. langkah akhir dalam poses yvang hares dilakukan adalah
tahap evaluasi lerhadap kinera oraznisasi, sebagsi upaya menuil organisasi
berkinerja tinggi.




B Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkal Daerah ini
adalah pelaksana kegiatan (PPTK) dan Pimpinan Perangka! Daerah. Dokumen
parancanaan ini menjadi landasan dalam penyusunan kegiatan dan sebaga tolok
ukur dalam pencapaian kinera yang telah ditetapkan serta menjadi panduan
datam menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali
Tahun 2026

. Sirategl Pencapaian.

1. Metode Pelaksanaan
Metodalogl yang digunakan dengan cara swakelola, melalui rapat - rapat interm
dan rapal koordinasi dengan para pemangku kepentingan meliputi OPD terkait,
Majelis Desa Adat. Majelis Subak dan LPLPD.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas
Pemauan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026 dilaksanakan sefama 1
tahun mulai bulan Januari sampal Desember 2026,

D. Biaya Yang Diperlukan.
Biaya yang dibutuhkan untuk penyusunan 1 dokumen Perencanaan dan
Penganggaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sebesar Rp.
9.000.000 (Sembilan juta rupiah),

Denpasar, 15 September 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
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KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Perangkat Daerah : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Bidang/Bagian 1 Sekretariat

Pragram : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi

Capaian Program : Nilai Evaluasi Manajemen Kinena

Target Program : B225

Nama Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinera
Perangkat Daerah

Hasil Kegiatan : Persentase dokumen perencanaan dan avaluasi
kinerja disusun dengan baik dan tepat wakiu

Target Hasil Keg : 100%

Sub Kegiatan : Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat

dalam Penyelenggaraan Urusan Pemeriniahan
Daeran yang Diampu

Keluaran Sub Keg : Jumlah  Substansi Koordinasi Peningkatan
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu

Target Keluaran Sub Keg @ 1 Substansi
Sasaran Sub Keg 1 Aparatur
Tahun Anggaran ¢ Tahun 2026

A Latar Belakang

Tujuan Pembangunan daerah tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional
karena itu untuk menselaraskan tujuan pembangunan perlu adanya koordinasi
dengan instansi vertikal yang ada. Dalam rangka mendukung pencapaian visi,
misi, dan tujuan pembangunan daerah, diperlukan dokumen perencanaan yang
komprehensd, tidak hanya terbatas pada Rencana Strategis (Renstra) dan
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dokumen perencanaan urusan ain
seperti Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Induk, Rencana Detail, sera
dokumen teknis sektoral memiliki peran penting dalam memberikan arah
kebijakan, strategi. dan langkah operasional peambangunan daarah

Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu tahun 2028 diperlukan agar
kebijakan pembangunan dapat terintegrasi, sinkron, serta sesuai dengan
peraiuran perundang-undangan yang berlaku, termasuk Permendagri Nomor
80 Tahun 2019 jo. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencansan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.




E. Dasar Hukurm

Yarig menjadi landasan bhukum pelaksansan sub kegiatan Permyusunan Dokumen
Perencanaan Urusan Selain Renstrs Perangkat Daerah dan Renja Perangksat
Daerak Dinas Pemajuan Masyarakat &dat Provinsi Bali tahon 2025 adalah -

g.

Undang-Lindang Memar 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Fambangursn Nasionsl {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momeor 104, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 44217;

Derdarg-Lndang Mamar 58 Tabhun 2024 teniang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional {RPJPN] tahun 2025-2045

Indang-ndang Momor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Faraiuran
Ferundang-Undangan (Lambaran Negara Fepubik Indonesia Tahun 2011
Maormor 82, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonasia Nomar 5234y
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Momeor 1% lakun 20139
(Lembaran Negara Republik Indonaesia Tahwn 2011 Nomer 183, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Indongsia Nomar G2248);

ndang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[Lemparan Megars Republik Indocnesia Tahun 2014 Momer 244, Tambahan
lembaran Megars Republik Indonasia Nomor 3587), sehagaimana iclah
diubah dua Kali, éarakhir dengan Undang-Undang Momor 9 fabun 2075
tentang Perubshan Kedua stas Undang-Undang Momor 23 tahun 2014
tentang Pemerintzhan Cha=rah;

Lindang-Undang Memar 1% Tahun 2023 wertang Provins Babi (Lemoaran
Merara Republik indonasta Tabun 2023 Nomor 62,

Feraturan Pemarntah Momor 3 Tabwn 2007 tentang Pedoman Laporan
Penyelenggarsan  Pemermtah Daerah  Kepada Pemerintab, Laporan
Keberanpan Pertanggungjawaban Kepala Dasrah Kepada Bewan Perwakilan
Rakyast Dasrah, Dan Informas Laporan Peryelenpgaraan Peamernntah
Caeran Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Repabhk Indenesia Tahurm
2007 Nomor 18, Tambahar Lambaran Megara Republik Indonesia Moemor
46837

Feraturan Pemerintan Momor & Tabun 2008 fenlang Pedoman Evaluasi
Kinega Fenvelanggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
[Ndaresia Nomaor 12 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Megara Bepalblil
[ndonesia Nomaor 4815);

Paraturan Peamearintah Momer 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Narmor
2B, Tambahan Leambaran Negara Republix Indonasia Nomaor 4533,

Paraturan Pemarintan Republik [ndonesia Momor 12 Tahen 2019 tentang
Fengelolaan Keuangan Daerah Maswnal (Lembaran Megara Republik
Indoresia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
[Mdoresie Namor B322):



Peraturan Presiden Momor 18 Tahun 2020 tentang Bencana Pembangunan
Jargka Manengah Nasional Tahun 2020- 224 {| embaras Negara Bepublik
Indonesia Takhun 2020 Nomes 107

. Peraturan Nenter Dalam Neges Nomor 86 Tabun 2017 tentang Tata Cars
Perencanaan, Peangendalen, dan Evalbas) Pembangunan Daerab, Tata
{ara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka
Panjarg Dasrsh dan Rencana Pembangunan Jahgke Merengab Daerah,
Serta Tata Cars PerubshanRancans Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengsh Daerah, dan Rencana
Kerja Pemarinteh Daerah (Berila Megara Republk Indenesia Tahun 2017
Momioe 1312}

Feraturan Menteri Dalam Nageri Momor 80 Tahun 2018 tentang Klasifixas:,
Kodefikas], dan Namenklatur Perencanean Pembangunan dan Keuangan
Draarah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Momor 1447

. Kepmendagri Nomor 050-583% Tanun 2021 tentang Hasil YWerifikas dan
VWalidasi Pemutakhiran Klasifikas, ¥odefikasi, dan Nomariklaor

Perencanzan Pembanguran dan Keuangan Daerah.

. Peraturan Daerah Frovingl Bali Nomor & Tahun 2012 Tenlang Subak
{Lembaran Daerah Frovins: Bali Tahun 2012 Mo 9 Tambahan Lembaran
Lembaran daerah Frovinsl Bali Nomeor 8

. Peraturan Daerah Provinst Bali Nemor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga
Ferkreditery Desa {embaran Daerah Provinsi Bali Tatwe 2017 Mo 3,
Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provins: Bali Tabun 2017 Momar
3k

. Peraturan Oaerah Provinsi Bali Namor 7 Tabun 2024 tenfang Rencans
Fembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berercana Provins: Bal
Taktun 2025 = 2045 (Lembaran Dasreh Provinst Bali Tehurs 2024, Tambatan
Lembaran Lembaran deerah Frovins! Bal Nomor T

. Pergturan Dasrah Proving Bal Namar 4 Tabare 2019 terdang Desa Adat o
Bzl {Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 7/, Tambahan Lembaran Dasran
MNomar 5).

Paraturan Dasrah Previnst Bal Momor 7 Tatwun 20713 Tertang Perubahan
Paraturan Dasrah Provimsi Balk Nomor 10 Tabun 2016 entang Pembentulian
dar Susunan Perangkat Dasrab Provins Bali;

. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Manengah Daerzh Semesta Berencana Provinsi Bali
Tahun 2025-2024;

Peraturan Subertiur Bali Momaor 2 Tahwn 2023 teniang Penubehan Kedua
Atas Peraturan Gubernur Momor 34 Tahon 2019 Teniang Pengelolaan
Keuangan Desa Adat <i Bzli [ Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023
rooe 2 ),




u. Peraturan Gubernur Bal Nomer 4 Tabon 2020 kentang  Pefunjuk
Pelakzanaan Peraturan Dasrah Nomor 4 Tahun 20158 tentacy Dess Adat di
Bal { Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 nomaor 4 ;

v. Peraturan Gubenner Ball Nomor @ Tabun 2028 kentang Kedudukan, Susunan
Organisesi, Tugas Oan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Dasrah Di
Lingkurigan Pemerintah Provinsi Bali {Berifa Dagrah Provinsi Bali Tahun
2025 Nomor 9);

2. Gambaran Umum.
Fermbangunan diarshkan untuk cermingkakn den pemeraizan pendapatan

masyarakat, kesempatat kerja, lspangan Berusaha, meningiathan akses dan
kualitas pslayanan publk dan daya saing Daerah sesyal dengan wrusan
pemerintahan yang menjadi kewanangannya. Untuk menentukan kebijakan
mass depan yang baik periu melibatkan barbagal unsur pemangku kepantingarn.
Pargncanzan pembangunan daersh merupakan bagian penting dan tidak
tarmsabkan dari sistern paréencanasn pernbangunan nasoral.
Besugi amanat Undang-Lindang Wemor 25 Tashun 2004 tentang Sistem
Ferencangan Pembangunan Masional, dan Peraluran Menteri Dalam Negeri
Nomar 86 Tahun 217 tentang Tata Cara Perencansan, Pangeandalian, dan
Evaluasi Pambangunan Dasrah, Tatg Cara Evaluas: Rancangan Peraturan
Damrzh Tentang Pembangunan Jangka Panjeng Daerah dan Rencang
Pembangunan Jangka Menengah Dasrah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerab, Rencane Pembanguran Jangkaﬁ
FMenengah Dasrah, dan Rencana Kerja Pamerntah Osarah,  masmg - masing
Perangkat Daerah wank manyusdn Ranstra Perangkat Daerah untuk jangka
wakiu S (lima] fshun dan merupzkan pergabsaran dari RPJIMD dan Rerjs
Perangkat Daerah uniuk jangka wakil 1 (saiuy Ehun yang mendgakan
penjabaran dar Rencana Kerja Pembangunan Daerab (RKPD).

B Penerima Manfaat
Fenerima marfaatnya ni adalah pelaksana kegigtan {PFTK) dan Fimpinan
Perangkat D=erah. Dokumen perencanasan ni menjadi [aodasan  dalam
panyusunan kegistan dan sebagai talok ukur delam pencapaian kinesrja yang
telah ditetapkan serta menpEdi panduan dalam menyelaraskan program dan
kegiztan Dinas Pemajuzn Masyarakat Adat Provins Ball dengan Rencana Kerja
FPembangunan Daarah (RKFD) Provinsi Bali Tahur 2026,

. Sirateqi Pencapaian,

1. Metoda Palaksanaan
Metodalom yang digunaskan dengan cara swakelola, melalu rapst - capst irtarn
dan rapet koordioas! dengan para permangky kepantingan meliputi OPLD terkall,
Mzjelis Dasa Adat, Maielis Subak dan LPLPD.




2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pemajuan
Masyarakat Adat Provins| Bali Tahun 2026 dilaksanakan selama 1 tahun mulai
bulan Januari sampail Desember 2026

D. Biaya Yang Diperlukan,
Biaya yang dibutuhkan untuk penyusunan 1 subsians: Koordinasi Peningkatan
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
yang Diampu Dinas Pemajuan Masyarakal Adat Provinsi Bali sebesar
Rp. 9.000.000 { Sembilan juta rupwah ).

Bali, 15 September 2025
Pajabat Pelaksana Teknis Kagiatan
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Mama
Mama Bidang
Mama Frogram

Capaian Program

KERANGHKA ACUAN KERJA (KAK)

Dings Pemajuan Masyarakal Adat Provinsi Bali

Bidang Kebudayaan

Frogram Fenunjang Urusan Pemerintahan Oaerah Provinsi
Ball

Persentase Realisasi  Anggsran, Ketzpatan  Wakiu
Penyampaian Laporan Keuangen, Alau Tingkat Efisienst

Penggunaan Anggaran

Target 80 Persen

Nama Kegizatan Administrasi Keuangan Ferangkat Dasrah

Subr Kegiatan Penyediaan (aji dan Tunjangan ASN

Keluaran Jumilah Grang yang Meanerima Gaii dan Tumarigan ASN

Target Kegiatan : 83 Orang ASN DPMA

Hasill ¥egiatan : Aparatur  Sipil Wegarza  [ASN)  menerima  hak-hak
keuangannys tepat wakto,

Tahun Angearan ; 2026

A Latar Belakang
1. Dasar Hukurm Tugas Fungsi ! Kebijakan

- Undang-Undang Momer 17 Tahun 2003 tertang Keuangan Negara.
- Undangndang Momor 1 Tabur 2004 tentang Perbendaharaan Megara.
- Undang-Undang Nomor T Tahun 2022 tentang Hubungsn Keauangan
Fusat dan Daesrah
- Undang-Undang Nemor 15 Tahun 2023 tenkang Provingi Bali;
- Perawran Pemerintsh Momor S Tahun 2024 tentang Perubahan
Kezambilan Belaz sktas Peraturan Pemerintah Nomer 7 Tabun 1877 tentang
Paraturan Gaji Pegawai Negen Sipil,
- Peratran Pemerintah Nomor 12 Tahon 20719 teni@ang Pengelclaan
keuwangan Daarah;
- Pergluran Paerzh Provins: Bal Nomar 1 Tahun 20621 tentang Perubshan
Kedua atas Persturan Deerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerat;

2. Gambaran Umum
Fangalolzan ksuangarn pemerintah daerah merupakan aspak krusial unmak
memasttkan penggunaan anggaran yang efskdif, efisen, dan akuntabel,
Sesual dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Fengelolaan  Keuwangan Daerah, setiap Perangkat Daerah  wajib




menyalenggarakan administrasi keuangan yang terlib, iransparan, dan
bertanggung jawab. Kerangka acuan kegistan ini disusun sebagai pedoman
untuk pelaksanazn sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang
merupakan bagian dari program penunjang urusan pemarintahan yarg sangat
vital Gaji dan unjangan adaleh hak dasar Aparatur Sipil Nepara (ASN) yang
harue dipenuti secara epat wakiu, skuntabsl, dan sesuai dengan peraturan
perundeng-undangan. Pelaksanaan sub kegiatan il juga mendukung Kinsrja
pelayanan publik dan mativasi karja ASN di lingkungan Pemerintah Provins
Bal.
3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

melsksanakan fungsi administratif dan kewangan yang berkaitan dengan
pembayaran gaji dan tunjangan ASM. Ini bukan nanya tentang transfer uang,
tetopi tentang pengelolzan seluruh prosesova, malan darl perencanaan
anggaran, venbikaszi daka, hingga penyusunan leporan pertanggungjawakan.
Kegiztan im memashkan s2luuh proses berjalan sesual dengan peraturan
yang beraku, transparan, dan dapat dipsttanggungjswabkan.

B. Pencrimazan Manfaat
- Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dines Pemajuan
fMasyarakat Adst Frovinsi Bali
C. Stralegi Pencapaian Sasaran
Lintuk memastikan babwa gaji dan unjangan ASN dibayarkan secara tepat
walkty, akurat, den akurbabel, strategr yarg harus dilabukan mencakup tigs
aspek utama: perencanaan, pelaksarnaan, dan evallias.
1. Perencansan yang Matarng dan Akural
Koordinasi  Intensif,  Melakukan Eoordinasi secaraz berkalza  dengan
BidangiSulh  Bagian Kepsgawaizn  unfuk  mandapstkan  dsta  {gtharg
mengenai jumlah ASH, kenakan pangket, mutasi, dan pensiun yang akan
memengarub besaran ga)l.
Fetiyusunan Anggaran Temeening: Menyusun Rencana Kebuihan Anggaran

{REAY dengan perhitungan yang tedil. mempertimbangkan semus KRmponen
gaji dan funmjangan  {gaji  pakok,  oejangan kelearga,  unjangan




jabatanfumum, TPP, dil} untuk menghindar kekurangan dana di tengah
tehun anggaran.

Panguatan Sistem |mformasi: Memanfastar Sistem Infermas Kepegawaian
dan Keuangan yang kerintegras untuk mempercepat proses pendataan dan
verhitungan. Hal il akan mengurangl  kesalahan inpul data  dan
mempercepal proses verifikasi.

. Pelaksanaan yang Efektif dan Efigien

Varifikaz Berjenjang: Menarapkan sistem verifikasi bedapis, molat dar staf
pelaksana hingga pejabat pengslola keuangan, untuk memastikan selungh
dokuman pendukung permbavaran (daftar gaji. SPM} sudah walid dan
langkap sabalum digjukan ke BPKAD,

Penarhitan Ookumen Tepat Wakiv: Membuat jadwal kKerja vang ketat dan
disiplin  uniuk  proses adminisitasi,. mulai dai pengajuan SPP hingga
penerbitan SPM. agar tidak terjadi keterlambatan pensaran dara dari
BFRAD,

Komunikas Froakin; Menjalin komunikasi yang baik dengan BFKAD Provinsi
Bali untuk menganhisipasi kendzla teknis atan administrat® yvang mungkin
limbul selama proses pencalran dana.

. Monitoring dan Evaluasi Berkslanjuian

Laporan Pencdik: Menyusun laporan realisasi belanja gajl dan tunjangan
secara rutin ssfiap bolan Laporan ini ketfungsi sebagai alat monitonng whkuk
mendeteks| peryimpangan atau ketidaksesumian antata anggaran dan
redlisas.

Audit Intemal: Melakukan audt internal secara berkala terhadap proses
paEmbayaran gaji untuk memastikan kepatuhan terhadep prosedur dan
peraturan yang berlaku. Hal ini jugs mambantu mengidenifikasi potensi
kelamahan sistem.

Mekanisme Umpan Balik: Menyediakan saluran komunikasi bagi ASN untok
manyampaikan keluharn atau pertanyaan terkait gaji dan unjangan. Masukan
ini sangat berharga untuk perbaikan sistem dan proses i masa mendatang.

0. Wfaktu Pencapaian Keluaran

Wedgiatan ini dilaksanakan secara berkesinambungan selama satl tabun

anggarar, mulai dari 1 Januan bingga 31 Desember. Jadwal spesik uniuk




setiap lehapan akan mengikuti kalender kefja dan regulasi vang ditetapkan olen
Famarintah Deazrah,

. Biaya yang diparlakan
Biayas vang diperlukan unfuk kegiatan tersebut adalah ssjumlah Rp.
15.732 104 562 00 - (Lima Balas Miliar Tujufh Rates Tiga Fuluh Dua Jute
Seratus Empat Ribu lima Ralus Ernam Pulufl Sembilan Rugiah) maelipu
- Belanja Gaji dan Tunjangan AsM | Rp, 7,125.3250.000, 00
- Belanja Tambahan Penghazilan ASN: Rp. B.&06.754 568 00

Keterangan:
1. Gazj Pokok ASMN melipud PNS sebanyak 33 orang dan PPPEK ssbanyak 54

orang. Dari 33 vrang PNS, terdapal Golongan I sebanyak 13 orang,
Gaolangan [l sehamyak 17 orang, dar: Golorgan | sebanyak 8 orang. Dari
54 crang PPPK, terdapat Golongan X sebanyak 43 orang, Golongan VI
sebanyak 3 orang, dan Golongan V sebanyak 3 orang.

2. Tunmjangan keluarga PNS dan PPPK diperclelh dari hasil perjurbabac
antara 10% dari Gaill PokoX untuk Wwnjangan istritsuami dan 2% dan $3aji
Pakok dikalikan jumlab anak yang ditanggung unlul tunjangan anak,

3. Tunjangan Jahatan PNS terdifi dar Eselon || sebanyak 1 orang dengan
jumilah par bulan sebesar FEp3 280000 Eselon |l sebanyak 5 orang
derngan jurmlab per bulan sebesar Rp1.260.000, dan Eselan IV sebanysak
1 arang dengan jumtah per bulan sebesar RpS40.000

4. Tumangdan Fungsicnal PPPK terdin dar 2 crang Arsiparis, sadangkan
Tunjangan Fungsional FNS ferdicl dar 9 orang terdii dari 4 orang staf
fungsional penyataraan (Penggerak Sweadaya Maayarakat Ahll Moda)
masing-rmasry sebesar Rp1 120000, 3 orang slaf fuhgsional penyuluk
masing-masing sebeser RpS8S0.000, dan 2 crang staf  fungsional
Panggerak Swadaya Masyarakat Anli Pertama masing-masing sebosar
RpS32.004.

b, Tunangan Furgsicnal Umum PNS terdin dang 22 orang staf yang msliput
Golongan 1l sebanyak 9 arang (@Rp1E0.0000 Golongan Il sebanyak 12
ararg (ERp185.000), dan Golorgan 1V sebanyak 2 orand (ERp121.000).
Sadangkan TunjEngan Fungsional Umum PPPK lerdiri dai 54 arang

melipuk  Galongan X sebanyak 43 orang masing-masing  sebesar




Rp185.000 dan Golongan ¥l dan V' sebanyak 11 orang masing-masing
sabesxr Rp180.000.

8. Tunjangan Beras PN diperoleh dengan perkirzan Rpf5.00040 kg par
orang selama 12 kali. PNS meliputi Golongan |1 sebanyak & orang,
Golongan il sebanyak 17 orang, dan Golongan 1V sebanyak 13 orang.
Tunjangan Beras PPPK terdit dar 54 orang melipul {Golongan 1X
seharyak 43 arang dan Golengan VI dan V' sebanyak 11 orang.

7. Tumjangan FPh PNS dan FPPK sesuai dengan Penstapan keienfuan
Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan.

8. Pembulatan Gaji PNS dan PPPK sespe dengan hasll perhitungan ga)i
dari masing-rmasing ASN.

9. |uran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial {BPJS Kaesehatan) PHS dan
PPFPE dihilung dari (Gaji Pokok + Tunjangarn Isirfsuami dan anak +
lunjangan  Jabatan  {(Shuklural/Fungsionalfdmom}  + Tambaban
Panghasilan PNSG dan PPPK) dikalikan 426 dengan pembatasan maksimal
Rp12.000.000 par bular dijalikan 12 kali.

10 luran Jarminan Kecslakaan Kens (J¥) PNS dan PPPK dihitung 0.24%
{Gaii Pokok + Tunjangan kskarga +  Tunjangan  Jabatan
{SirukturalFurgsional/Umeam} + Tunjangan Beras)

11, luran Jaminan Kematian FNS dan PFPK dihitung 072% kali (Gaji Pakok
+ Tenjangan kslusrga * Turmangan Jabatan
{StrukturalFungsienalUmurn} + Tunjangan Beras)

12 Tambahan Penghasian bherdasarkan Bebsn Kera PHS dan PPPK
Jihitung berdasarkan kompeteansi jakatan yang difztapkan. PNS tardin
dari Esalon | sebanyak 1 orang (Kl 135), Eselar il sebanyak 5 arang (K.
12}, Eselon M sebanyak 1 orang (Kd 9}, Fungsienal sebanyak 4 orang (K
10}, Fungsicnal sebanyak 3 orang (K ), Fungsional sebanyak £ orang

{KJ B). AnalisfBendahara sehanyak 14 orang (KJ 7). Pengelola sabanyak
2 arang {KJ ), dan Administresi sekanyak ¢ orang (K 5) dikallan 14
orang. PPFK tardiri dari Fungsional sebanyak 1 orang (KJ 7. Fungsional
sebarnyak 1 ararg (K &), 42 orang KJ 7, 2 orang KJ B dan B arang KJ &
dikalikan 14.

13. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS dan FRPK
dihitung berdasarkan kempetsnsi mbatan yang distapkan. PNS terdin




dari Eselon |l sebanyak 1 arang (KJ 15), Eselon |l sebanyak 5 orang (KJ
12). Eselon IV sebanyak 1 orang (KJ 9), Fungsional sebanyak 4 orang (KJ
103, Fungsional sebanyak 3 orang (KJ 9), Fungsional sebanyak 2 orang
(KJ 8), Analis/iBendahara sebanyak 14 orang (KJ 7), Pengeiola sebanyak
9 orang (KJ B), dan Administras sebanyak 1 orang (KJ 5) dikalikan 14
orang. PPPK terdiri dan Fungsional sebanyak 1 orang (KJ 7), Fungsional
sebanyak 1 orang (KJ 6). 42 orang KJ 7, 2 orang KJ G, dan 8 orang KJ 5
dikalikan 14,

14. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS dan PPPK
dihitung berdasarkan kompetensi |abatan yang ditetapkan, PNS terdin
dan Eselon |l sebanyak 1 orang (KJ 15}, Eselon |l sebanyak 5 orang (KJ
12), Eselon IV sebanyak 1 orang (KJ 8), Fungsional sebanyak 4 arang (KJ
10), Fungsional sebanyak 3 crang (KJ 9). Fungsional sebanyak 2 orang
(KJ 8), AnalisiBendahara sebanyak 14 orang (KJ 7), Pengelola sebanyak
S crang (KJ 6), dan Administrasi sebanyak 1 orang (KJ 5) dikalikan 14
orang. PPPK terdiri dari Fungsional sebanyak 1 orang (KJ 7), Fungsional
sebanyak 1 orang (KJ 6), 42 orang KJ 7, 2 orang KJ 6, dan B orang KJ 5
dikalikan 14,

Cenpasar, 15 September 2025
PPTK,
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Marme : Dnas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Mama Bidang ) Bidang Kebudayaan

Mama Frogram > Program Penunjang Urusan Pemerintaban Daserah Provins
Eali

Capaian Program . Fersentasa Healisasi Angoaran Afay Tingkat Efisiensi
Fenggunaan Anggaran

Target Hasil Kegiatan: 52 Dokuman

Mama Kegiatan : Administras Keuangan Perangkat Desrah

Sub Kagiatah ; Felaksanean Penatausahean dan Petguianferifilkasi

Keuangan SKPD

Kaluaran Jumlshn Dokumen Penatausahaan dan Pengujianfverifikasi
Kauangan SKPD

Hasil Kagiatan ; Aparatur  Sipl Megara  (ASN]  menarfima hak-hak
heuanganrys bepat wakiu.

Tahun Anggaran D 2025

A Latar Belakang

1.

Casar Hukum Tugas Fungsi f Kebijakan

- Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keucangan Negara,

- Undang-Undang Nomor 1 Tabon 2004 teniang Pecbendsharaan Megara,

- Undang-Undang Momar 11 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Puszt dan Dasrah

- UndangUndang Momor 15 Tahun 2023 tentang Proving Bali;

-  Paeragiuran Pamerntah Momor § Tahun 2024 tentang Perubahan
Kezembilan Belas akas Peraturan Pamerintah Normar 7 Takan 1977 tentang
Faraturan Gaj Pegawai Megern Sipl,

- Peraturan Pemerntah Nomor 12 Tahunm 2041% kertang Pengslolasan
kauangan Daerah:

- Parsiuran Daerah Proving Bah Momor 1 Tehoen 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Persfuran Dzerah Nomor 10 Taehun 2016 tentang Pembentubkan
dan Susunan Perangkat Daerah;

- Peraturan Gubkemur {(Pergub) Provinsi Bali Nomer 1 Tabun 2024 tentang
Perdbahan Kedua Atas Perasturan Gubernur Namer 68 Tahun 2022 Tentang
Hororarmum Dan Satuan Biaya Jass Kanor Pade Perangkat Daerah Di
Lingkungpan Pemerintah Proviens! Bali;




2

Gambaran Lmum

Pengelolaan keuangan pemerintaby dasrsh meripakan aspek krusial untuk
memaztikan penggunaan anggeran yang efeldif  efigien, dan akuntabel.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintahh Nomor 12 Tahon 2012 tentang
Pengelolsan  Keuangan Daerah, sotisp  Peranghat Dasrabh  wajib
menyslenggarakan adminisirasi  keuangan yang lertib, transparan, dan
beranggung jawab. Kerangka acuan kegistan ni disusun sebagai padarman
untuk  pelaksanaan  sub  kegialan  Peleksanaan Fenatausahzan  dan
Fengujiantferifikasi Keuangan SKFD yang merupakan bagian dari program
penunjang urusan pemerintashan yang sangat vital Penatausahaan dan
FPengujianterifikasi Keuangan SXPD merupakan salah satu hal varg krusial
dalarm:  prosss pencaras  danz  atas seluruh belanja yang  diajukan.
Panatausahaan dan Pangujian®erifkasi Keuangan harus dilakukan s2cara
tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan sub kegistan ink jugas mendukung kinera pelayanan publik dan
mativasi karja ASM di lingkungan Pamerintah Provinsi Bali

Paksud dan Tujuan Kegiatan

melaksanakan wngsi administratif dan keuangan wang Deriaitan dengan
penatausahasn dan verifilkkasi keuyangan sebagal bertuk Tansparansi dan
akuntabilitas keuangan SKPD,

B. Pensrnimaan Manfast

Program-Frogram yang ferdapsf dalam rancangan kinerja yang digjukan
aleh satigp bdang,

. Strategi Pencapaian Sasaran

Uniuk memastikan bahwa SPJ dibayarkan secara tepat wakiu. akurat, dan

akuntabel, sirategt yang barus dilskukan mencakup tiga sspek ulama:
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

1.

Perencanaan yang Matang dan Akurat
Melzkukan koordinasi dengan bidang-kidang mengenai SPJ yang akan
digjukar. Hal ini dilaksanakan untuk mempermudan oroses penatacsahaan

dan varifikasi keuangan.




2. Pelakzanaan vang Efektif dan Efisien
Varfikasi Barjenjang: Menerapkan sistem verifikasi berapis, mulai dari staf
pelakaana hingga pejabat pengsiola kevangan, uniuk memastikan selunah
dokumen pendukung pembayaran (daftar gaj, SPMY sudah wvalid dan
lengkap sebelum digjukan ke BREALD.
Penerbitan Dokumen Tepal Wakba Membuat jadwal ketja yang ketat dan
digiplin untuk proses administrazi, mula dan pergajuan SPFP hingga
panerkitan SPM, agar tidak tedadi katerlambalan pencairan dana dari
BFEAD.

0. Wakiu Pencapaian keluaran
kFeqiatan ini dilaksanakan sacara berkesinambungan 52lama satu ek
anggaran, mulai dar 1 Januari hingga 37 Desember, Jadwal spesifik untuk
setiap tabapan akan mengikutl kalender kena dan regulasi yang ditstapkan olah
Pemerintah Daarah,

E. Biaya yang diperlukars
Biaya yang diperlukan untuk kegiatan tersebut adelah sejumlabl Rp.
45.920,000,00,- {Empal Puluh Lira Juia Sembila Ralus Dua Puluh Ribu Rupiah)
melipul Belanja Barang dan Jasa sebesar RpdS 920.000,00,
Keterangarn:

1. Belanja barang dar jasa melipoti Belanja Barang dan Belana Jasa
Kantor.

2. Belanja Barang meliputi Belanja Barang Pakai Habis berupa Banda Pos
[Matarai} sebaryak 2 bush dangan batal Rp0.000.

3. Belama Jasa Kantor melloutt Belarga Jasa Pengelolaan BME yang Tedak
Menghasilkan Pendapatan dsr Belanja Homcrarium Penanggungjawak
Pengelolaan Kauangan.

4. Balanja Jasa Pengelglaan BMD yang Tidak Menghaszilkan Pendapatan
malipul Pambante Penguros Barang Penggura sebanysk 2 orEng
dengan masing-masing sebesar Rpd50.000 dikslikan 12 bulan dan
Pengurus Bararg Pengguna sebanyak 1 orang dengan masing-masing
sebesar Hpdd) 000 dikalikan 12 bulan.




5. Belanja Honoranum Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan meliputi
Bendahara Pengeluaran sebanyak 1 orang masing-masing sebesar
RpS975.000 dikalikan 12 bulan dan PPK sebanyak 1 orang masing-masing
sabasar Rp1.750.000 dikalikan 12 bulan.

Denpasar, 15 September 2025
PPTK,
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KERANGKA ACUAN KERJA{ KAK }

Sub Keglatan : Psenyediaan Komponan [nstalasi Listrik fPenerangan Bangunan
Kantor
Lakar Balskang | Dinas Pernajuean Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam

melaksanakan tugas dan fungs membuiuhkan Kompanen
instalasi lisirik dan alat penerangan sehingga pelaksanaan
tugas-tuges dapat bergalan dengan baik dan penerangan

bangunan juga berfungsi umuk meniagas  keamanan
gedung karttor,
Makzud dan a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk
Tujuzn wang harus dipenutn dan diperhabkan dalam rangka
melaksanakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik,
fPanerangan Bangunan Kartor,
B, Tujusnnya adslsh tersedisnys Komponen |nstalzsi
Listrik /Penerangan Bangunan Kankor dengan tetap
berdasarkan rstutunan di kantor.
Targat! Target'sasaran vang ingin dicapai malalui Sub Kegiatan
Sasaran adalan :
Terwujudnya Komponsn Instalasi Listrk /Penerangan
Bangunan Kantar beruvpa bateral, lampu listril,
Lodoasi Lokasi  Kegiatan di Kantor Linas Femajuan
Kagiatan WMasyarakat Adat Provinsi Bal,, Jalan Raya Puputan Mii
hWardala Renon, Denpasar.
Sumbaer a. Kegistan vyang diperlukan untak Sub Kegiatan
Pendanaan bersurnber dari APBD Provins Bali tahur 2028 dengan

dan Perkiraan
Biaya

Rekamng 2.22.01.1.06 0001
b. Elaya yvang dibutshkan sebasar Rp. 11.020.000

MNarmea
Organisasi
dan Pajabat
Pambust
Komrirnen

Satlan Kera:
Ctinas Pemajuan Masyarakat Adat Provine Balr

Nama FPejabat Pembuat Komitmen:
| G. A K Kartika Jaya Seputra, 8H_ MH




Dasar Hukum

Lingkup
Kegiatan

-Jarrlgha ﬁaklu
Penyelesaian
Kegiatan

Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan adalah. |

-JEF;EIEE waktu pelaksanaan 12 bulan

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan
Prasiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tantang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Gubemur Bali Nomor 31 Tahun 2025
tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026
OPA Dinas Pemajaun Masyarakat Adat Provinsi Bali

Tahun 2026,

Lingkup pekerjaan adalah melaksanakan kegiatan
Panyedizan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan
Bangunan Kantor berupa baterai dan lampu listnk
dalam 1 tahun.

Bali, 15 September 2025

F‘PTKAdmimstfasl um Perangkat Daerah
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Pembina {iwa}
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SIP_MAP




KERANGKA ACUAN KERJA [ KAK )

Sub Keglatan : Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggardaan
1 | Latar Belakang | Tugas Dinas Pemsjuan Masyarakat Adal Provirnsi Bali
adalah  membanty  Gubernur  melakganakan  unusan
pemerintaban bidang pemajusn masyarakai adat di Bal.
| Datam rangka melaksanakan tugas terssbut, dibutubkan
dukungan berupa bahan cetak den penggandasar.
2 | Maksud dan a. Karangka Acuan Kerja (KAK} in manupakan petunjuk
Tuiuaty bagi penyedia yang harus dipenuhi dan dipermatikan
dalam memenuhi Penyediaan Bahan Cetakan dan
Fengagandaan.
b. Tumannya adalah lerlaksarenya Wwlas-tugas dinas
uniuk penyvedizan bahan cetakan dan nenggandazn,
! Taroat! Target/sasaran yang ingin dicapai melalui Sub Kagiatan
Sasaran adalah ;
Terwujudnya bahkan cetakan dan penggandsan selama
taban 2026,
4 | Lokagi Lokasi  kegiatan di Kesntor Dinas Pemajuan Masyasrakat
Kegistan Adat Provinsi Ball, Jalan Raya Pupulan Miti Mandala
: Fenon, Denpasar.
5 | Sumber = Kegistan yang  dipsduken untuk Sub Keglatan
Fendanaan barsumber dari APBD Provinsi Bali tahurn 2026 dengan

dan Perluraan
Biaya

Reksning 2. 2.1 _1.08.0005
b Biaya yang dibutuhkan sebesar Bp 35999 70

E | Nama Satuan Kerja
Crganisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
dar Pejakat
Fembuat
Kaomitinen Narma Pajabat Pembuat Komitren:
| 5. A K, Karfika Jayz Sepuira, 3H. MH
. 7 | Dasar Hukum | Paraturan Ferundang-Undangan yaog digunaken adalah -
' a. Peraiuran Presiden Nomor 16 Tahun 2098 tentang
Pengad=san Barangflasa Pemerintah dan Peraturan
Fresiden Nomor 12 Tabun 2024 tentang Perubaben
atas Peraturan FPresiden Momor 18 Tabon 2018
tentang Pengsdaan Barang/lasa Femerintah.
h., Peraiuran Gubernur Balk Nomor 31 Tahun 2025
tantang Standar Harga Satuan Tanun Anggaran 2026,
c, DPA Dinas Pemajgon Masyvarakat Adst Provinsi Bali
Tahun 2024,
=] Lirrgknip Lingkup pekersman adalabh menyediskan bahan cetalkan

Kegiatan

dan penggandaan untuk admimsairas kegiatan.




Jangka Waktu | Jangka wakiu pelaksanaan 12 bulan
Penyelesaian
Keagiatan

Pembina (IV/a)
NIP. 197008221992031009




KERANGHKA ACUAMN KERJA[ KAK }

Sub kegiatan : Penyedisan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Lretargan
Latar Balakang | Tugas Cinas Pemnajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

adalah  membanty  Gubernur  melaksanakan  wrusan
pemerintshan bidang pemajuan masyarakat adat di Bali,
Dalam rangka mendukung tugas-tugas terssbut diperiukan
adanya informasi sebagal perdukung dalam pergumpulan

data.  SFalah satunya diperoleh dari tersechanya bahan
bacaan.
Maksud dan a. Kerangka Acuan Kera (RAK) ini merupakan petumuk
Tujian bagr penyadia wvang memuat kriteria yarsg  harus
dipenuhi dan  diperhatikan  dalam  menrenuhi
Penyediaan Bahan Bacaan dan Paraturan Perundang-
Undangan
b Tuuannya adalah tedakzananya tugas-tugas dioas
remajuan terstama yang berkaitan dengan kebutuhan
infommasi dan media catalk,
Tarpet! Targetfsasaran yang ingin dicapal melalui Sub Kegiatan
So=aran adalah
Tercapainya pelaksanaan wigas dinas yang didukung aleh
informasi yang baik dari media.
Lekasi Lokasi  kegiatan di Kantor Dinas Pemajuan Masyarakeat
Fagiatan Adat Provinsi Beli, Jalan Raya Puputan MNiti Mandala
Fanon, Denpasar.
Sumber a Kegiatan  yang diperukan  wiiuk  Sub Kegiatan
Pendanaan arsumber dari APED Frovinsi Bali tahun 2026 dengan
dar Parkiraan Rekening 2.22.01.1.05.0005
Biaya b. Biaya vang dibutubikan ssbesac Rp. 17.996.000
Mama Satlan Karja:
Cranisasi Linas Femajuan Masyvarakat Adal Provinsi Bali
dan Pejabat
Pembuzt Nama Pejabat Pambuat Koemiterien:
Komiimen 160 A K Kartika Jeya Seputra, SH. MH




7 | Dasar Hukum | Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan adalah :
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan
Presiden Momor 12 Tahun 2021 tertang Perubahan
atas Peraturan Presiden Neomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahn.
c. DPA Dinas Pemajaun Masyarakat Adat Provinsi Bali
TAHUN 2026
8 | Lingkup Lingkup pekerjgaan adalah menyediakan bahan bacaan
I Kegiatan berupa harian Bali Post, Nusa Bali
12 | Jangka Waktu | Jangka waktu pelaksanaan 12 bulan
Penyelesai an
Keagiatan

Bali, 15 Septernber 2025
PFTI{ Adminis Umurm Perangkat Daarah

da Eggus Made Suradnyana, SIP_ MAP
Pemhlna (I\/a)

NIP. 197008221592031003




KERANGHKA ACLAN KERJA ( KAK )

Sub Kegiatan : Penyelanggaraan Ravat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1 [.atar Belakang ;| Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Proving Bali dalam
rmelaksanakan kgas dan ungs tidak =kan dapak berjalan
maksimal apabila tanpa Kketerlibetarkolsboraai dengan
pinak [ainfinfansi terkait. Untuk dapat begalannya kegiatan
koordinasi dengan phak lainfinstanst lain, diperiakan
kegiatan tapat-rapat ataupur melaksanskan kunjungan
uniuk koordinasl dan konsultasl.

2 | Maksud dan B, Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan patunjuk

Tujuan yang harus dipenubi dan diperhatikan dalam rangia
relaksanakan rapat kordinasi dan konsultas! SKRD
. Tujuannya adalah terlaksananya rapat koordinasi dan
konsulatasi SKPD secara sfaltif dan efisian dengan
fafap bardasarkan [andasan hukumn yang berlaky,

2 Target! Target'sasaran yang ngin dicapai melalun Sub Kegiatan
Sasaan adalah :

Terwdjudnya kegiaisn rapat kordinasi dan  konsultasi
SKPD dalam rangka melaksnakan tugas dan wungsi Dinas
PhiA secara efekiit dar efisien.

4 Lokasi Lokazi kegizkan di Kantor Dinas Pemajuan Masyarakat

Kegiatan Adat Provinsi Bali, Jalan Raya Puputsan Niti Mandals
Renomn, Denpasar.

5 Sumnbier 8. Kegistan  yang  diperlukan untuk Sub Kegatan
Fendanaar bersumber dari APBD Froving Bah tahwn 2028 dengan
dan Perkiraan Relkening 2.22.01.1.06.0004
Biaya b. Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 332825000

& Nama Saivan Kerja :

Orgamsas as Pemgjuan Masyarakat Adat Provins Bali
dan Pejabal

Permbuat Mama Pelabal Peambuat Komitmen:

Keomitrman | 3, A K, Karika Jays Sepufra, SH., MH




Dasar Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan adalah:

Paraturan Prasiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Paraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2025
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubermnur
Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan
Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2025
tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026,
DPA Dinas Pemajaun Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2026

Lingkup
Kegiatan

Lingkup pekerjaan adalah melaksanakan kegiatan rapat
kordinasi dan konsultasi SKPD, berupa penyedian
makanan dan minuman, dan perjalanan dinas,

Jangka Waktu
FPenyelesaian
Keagiatan

Jangka wakiu pelaksanaan 12 bulan

Bali, 15 Septernber 2025

PPTK Administrasi Umgm Parangkat Daerah

Pembina (Iv/ia)
NIP, 197008221992031009




KERANGKA ACUAN KERJA { KAK )

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedurg Kantor atau
Bargunan Lainnya

1 | Latar Belakang | Dinas FPamauan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama
melaksanakan fugas pemajuan masyarakat adat di Bali
dalam saty tahun kegietan akan hanyak terciplanys arsip
baik aktif dan inaktif, beik arsip surat menyurat ataupon
argip spj keuangan. Oteh karena itu diperlukan lzngkah -
larmygkal pengamanan seperl ersedianya rak arsip Jdan
sarana keamanan sepetli tabung pemadanm kebakaran,
karanad sarand-sarana tersebut belum tersadia. !

< | Maksud dan a, Kerangka Acuan Kera (KAK) ini merupakan peturjuk

. Tujuan bagi peryedia yars harus diperubi dan diperhatikan

| dalam memenuhi Fengadaan Sarana dan Prasarana |
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

. b. Tujuannya adalah tersedianya Sarana dan Prasarana

! Gedung Kantor yang mamadai dan marmpu mendukung

kagiatan Dinaz Pemajuan Masyarakat Adat.

[
3 | Tangat/ Targetfsasaran yang ingin dicapai melalui Sub Kegiatan |

Sasaran adalah ; f
Tersujudnya Sarana dan Prasamana Gedung Kantor tehun
2025, berupa leman arsip dan tabung pemadam.

4 Lokasi Lskasi  kegistan di Kartor Dinas Pemajuan Masyarakat

Kegiatar Adet Provinsi Bali, Jalan Reaya Pupulan Nitl Mandala '
Renon, Denpasar. 1

] Sumber a Kegiatan yang diperukan  uotuk  Sub Kegiatan
Fendanaan bersurmber dari APBL Proving Bali tahun 2025 dengan |
dan Parkiragn Rekening 2.22.011.07.0010 ’
Biaya b. Biays yang dibutubhkan sebesar Rp. 38.140.000

= Mama Satuan Kera !
Organisas Cinas Permajlat Masyarakat Adat Provins Bah i
dan Pejabal '
Fambuat Mama Pajabat Pembuat Komitmen:

Karitren | 3, A, K. Kariika Java Seputrs, SH., MH




8 | Dasar Hukum | Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan adalah
a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan
Presiden Momor 12 Tahun 2027 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2078
| tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2025
tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026
c. DPA Dinas Pemajaun Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 20286,
8 | Lingkup Lingkup pekerjaan adalah menyediakan sarana dan
Kegiatan prasarana berupa lemar arsip dan tabung pemadam.
12 | Jangka Waktu | Jangka wakiu pelaksanaan 2 bulan
| Penyelesaian
Kagiatan

Bali, 15 Septermber 2025
PPTKFH‘ga:EHL Earmg Milk Daerah Penurang

C

da Bagus Made Suradnyana, S|P _MAP
Pembma LYY
NIP. 187008221992031009




KERANGKA ACUAN KERJA [ KAK )

Sub Kegiatan: PFernyedizan Jasa Komunikasi, Sumbar Daya Alr dan Listrik

1 Latar Belakanyg | Penyedizan Jasa Komunikasi, Sumbsr Daya Air dan
Listrik. untuk operasicnal sebosb lembsga menipakan
kebulubran dasar yang harus lersedia dalam rangka
melaksanakan tugas-wgas adiminislras pemarmitah. Untok
dapat berjalan dengan baik tugas-tugas tersebut perly
dizdzkan Jasa Komunikasi, Sumbar Daya Air dan Listrik,

2 | Maksud dan 8, Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petuniuk

Tujuan yarng harus dipenuhi dan diparhatikan dalam rangka
melaksarakan penvedisan Jasa Komunikasi, Sumber
Oaya A dan Liskrik.
b. Tuuannya adalah terpenuhinya  kebutuhan  Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik unfuk kantor
Oinaz Pemajuan Masyarakat Adat.

3 Targel/ Targetfsasaran yang ingin dicapai melalui Sub Kegiatan
Gasaran adalzh ;

Tenwujpdnya Jzsa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
|' Listrik berupa tagihan jasa listik dan telepen selama 12
bulan.

4 Lekasi Lokasi kegiatan di Kantor Dinas Pemauan
Kegigtan Mazyarakat Adat Provinsi Bali, Jalan Raya Pupulan Nl

Mandala Renon, Denpasar,

e’ Sumber a Kegiatan yang dipedukan  unidk  Subk  Kegiatan
Pendanaan bersumber dari APBD Prowinsi Bali tahun 2026 dengan
dan Parkirgsn Rakaning - 2.22.01.1.083,0002
Brays b. Braya yvarp dibutubkan sebesar Rp. 18000000

& | Nama Satuan Kerpa :

Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adal Provins Bal
dan Pejabat

Pamburat Nama Pajzbat Pembuat Komimen:

Komitmen | G. &. K. Karfika Jaya 3eputra, SH MH




Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan adalah:

a, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan
Presiden Momor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2025
tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026.

¢. DPA Dinas Pemajaun Masyarakat Adat Provinsi Bali

Tahun 2026
Lingkup Lingkup pekerjgan adalah melaksanakan kegiatan
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik.

Jangka Waktu | Jangka wakiu pelaksanaan 12 bulan
Penyelesaian
Kegiatan

Bali, 15 Septermibar 2025
PPTK Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daera

|da Bagus™ade Suradnyana, SIP MAP

Pembina {IVia)
NIP. 197008221992031009




KERANGHKA ACUAN KERJA | KAK )

Sub Kegistar : Penyediaan Jasa Pelayanan Lmoem Kantew
1 Latar Belakang | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali bersara-
sama Jdengan Majalis Desa Adat dan instansi terkait
melakzanakan tugas pemajuan masyarskal adat di Ball
Sebanyak 1.200 Desa Adat yang ada di Bali tidaklah sama
dalam menjalankan tugas dan fungsinga, Earmasuk dalam
kel keprajuraan/pemenntiahan, pemauan  hokorn adat,
perekonomian dan perencanaan  pembangunan.  Oleh
karana ifu masin dipefiukan keterlibatan pamarintah
daerah unfuk melskukan pendampingan terhadap desa
adat. Lntuk keperluan  kegiastan Bersebul  diperlukan
dukungan j25& pelayanan umum sepeni penyediaan ATK
dat vang lainnye.
2 | Maksod danr |a Kerangka Acvan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk
Tujuan bagi penyedia yang harus dipemuhi dan diperbstikan
dalam memenuhi Penyadiaan Jasa Pelayanan bimum
Kantor
b, Tuivannya adalzh farsedianya Jasa Pelayansn Edmum
Kantor yang mamadsi dan mampa mendukeng kegiatan
Cinas Pamajuan NMasyarakat Adat.
S | Tangstf Tarmgebsasaran yang ingin dicapai melalui Sub Kegiatan
Sasaran adalan -
Tenmudnya bahen Jasa Pelayanar Umum Kartor tatan
2028.
& Lakesi Lekasi  kKegatan di Kartor Dinas Pemsjuan Masyarakat
Kegiatan Aoat Provins Bah, Jalan Raya Puputan Nifi Mandala
Fenon, Denpasar.
=] Sumbear a.Kegiatan  yamng  diperlukan  ontuk Sun Kegiatan
Pandanaan persumber dar APEL Provinsi Bali tabhun 2026 dengan
dan Patkiraan Fekanmg 2.22.01.1.03.0004
Biaya b. Biaya yang dibuirhkan sebasar Rp S65,575.5974
€ | Nama Satuar Kerjz :
Orgamsasi Dinas Parnajuan Masyarakat Adat Proyingi Bali
dan Pejabat
Pembual Mama Pejabat Pembual Komilmer:
Komitmen | 5. A K. Karika Jaya Sepuira, SH.,MH




8 | Dasar Hukum | Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan adalah |
a, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
b, Peraturan Gubernur Bali Momor 31 Tahun 2025
tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026
c. DPA Dinas Pemajaun Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2026,
9 | Lingkup Lingkup pekerjgaan adalah menyediakan bahan cetakan
Kegiatan dan penggandaan untuk administrasi kegiatan.
12 | Jangka Waktu | Jangka waktu pelaksanaan 12 bulan
Penyelesaian
Kegiatan

Bali, 15 Septermber 2025
PPTK Peryediaan Jasa Perurang Urusan

Pemerntahan
| ade Suradnyana, SIP_ MAP

Pembina (IVfa)
NIP. 197008221992031008




KERANGKA ACUAN KERJA{ KAK )

Sub Keglatan : Penyediaan Jasa Pemelinaraan, Biaya Pemelinaraan dan Pajak
kendaraan Parcrangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan,

Latar Belakang | Cinas Permnajuan Masyarakat Adai Provinsi Bali dalam
melaksanakan wpas mamerlukan sarana dan prasarana
untuk kegiatan mobilisasi berupa kendaraan dinas. Agar
kondisi kendaraan dinas tersebut dapai berfungsi dengan
baik maka diperiukan pemeliharaan baik socara rutin
ataupun sewsktu-nwalktu.

Maksud dan 8. Keranpka Acuan Ksra [KAK) ini mergpakan petunjuk

Tujuan bagi penyedia yang harus dipenueni dan dipsrhatikan

dalam memenuh Pemekharaan kendaraan persrangan
dinas ataupun kendaraan dinas jabalan.

b. Tujuannya adslah tersedianya %endaraan dinas yang
siap pakar bila diperukan dan manjamin keamanan dan
Eanyamanan pegawel.

Targetf Targetfsasaran yang ingin dicaps malalui Suh Kegiatan

Sasaran adalah :

Terwujudnya Pemeliharaan kendaraan perorangan dinas
ataupun kendaraan dinas jabatan tahun 2025 sebanyak 8
unit dan 1 unit kendaraan roda dua, Belanja pertamayx dan
Bralairs pearsETima s sopir

Lokasi Lokasi  kegiztan o Kanior Dinas Pemajuan Masyarakat

Kegiatan Adat Provinsi Bali, Jalan Raya Puputan Nid Mandalz
Renan, Denpasar.

Sumber 3. kegiatan  yang dipsriukan  untuk  3uk Kegiatan

Pendanaan bersumbar dari AFPBD Provinsi Bali tabun 2026 dangan

dan Pedaraan Rekemng 2.22.01.1.09.0001

Biaya b. Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 501812852

Mama Satuan Kena !

Crgamseasi Dinas Pamajuan Masyarakat Adat Provinsi Bal

dan Pgjabal

Pembuat Mama Pajabat Pembuat Komifmen;

Kormitmen | G, A K, Kariika Jaya Seputra, SH. MH




Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/lasa Pemerntah dan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
Paraturan Gubemur Bali Nomor 19 Tahun 2025
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur
Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan
Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah.
Peraturan Gubemur Bali Nomor 31 Tahun 2025
tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2028,
DPA Dinas Pemajaun Masyarakat Adat Provinsi Bali

Lingkup pekerjaan adalah melaksanakan pemeliharaan
dan pajak Kendarsan Perorangan Dinas atau Kendaran

| Dinas Jabatan, penyediaan alat pembersih dan belanja

jasa kantor tenaga sopir sebanyak & orang.

Jangka waklu peiﬁliis_anagn 12 butan

' B | Dasar Hukum
a
b.
[
d
Tahun 2026
—— 'I'_i_n_g'k_up_
Kegiatan
12 | Jangka Waktu
Panyelasaian
Kegiatan

Bali, 15 Sapternber 2025
PPTK Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan intahan Daerah

(

lda Bagus Made Suradnyvana, SIP. MAP
Pembina (IVial
NIP. 197008221992031009




Suk Kagiatan ;

KERANGKA ACUAN KERJA | KAK }

PamealiharaarnRebabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kankor

giau Bangunan Lainnysa

Latar Belskarg

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam
malaksanakan tugas memeriukan sarana dan prasaransa
gedungfkantor yang memadal dan dalam korsdis) yang
siap pakai. Untuk mewujudkan hal tersbut dibutuhican
kepiatan pemelinaraan terhadap =arang dan prasarans
tarsebu! dalam rentang wakiy 1 tabun anggaran.

. Maksud dan
- Tujuan

8. Kerangka Acuan Kerfa (KAK] ini merupakan petunjuk
Badi penyedia yang harus dipenuhi dan dipsrhatikan
galam memanuhi Pemeliharsan/Renabiltasi Sarana
dan Prasarana Gedung Kantew atau Bargunan Lainnya

b, Tujuannya adalah tersedianya Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor yang memadai dan  sigp unfuk
mendukung keqgiatan Qinas Pemajuan Masyarakat
Adat.

: Targatf
© Dasaran

Target’'sasaran vang ingin dicapai melalui Suh Kegiatan
adzlah

Terwujudnya Permsliharaar Sarana dan Prasaana Gedung
bantor tahum 2028, berupa peralgatan Komputer, alat
perndingin dan printer dan anggaran yang dituangkan
dalam RKA 2026 farmasuk helanjz Enaga penerima
Riaya jasa kantor sabgnyak 43 orang.

Lokasi
Kegiatan

Lokasi  kegiatan o Kantor Dinas Pemajuan Masyarakat
Adat Provinsi Bali, Jalan Raya Pupatan NIt Mandala
Renan, Denpasar.

Sumbhear
Fandanaan
dan Parkiraan

Bizya

3 Kegistan yang chperdckan ortuk Sub Keglatan
bersumber dari APBO Provinst Bali tahun 2026 dangan
Rekeniog 2.22.01.1.08.00MG

h. Biaya yanq dibutuhkan sebesar Rp, 1.8668.5633.240

Nama
Qrganisasi
dan Paejakat
Fambust
Kewnitrmen

Satuan Kera
Cinzs Pemajuan Masyarakat &dat Provins Bali

Nama Pejabat Pemburat Kemitman:




Dasar Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan adalah:

a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tertang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Peraturan Gubermnur Bali Nomor 19 Tahun 2025
tentang Perubahan Kelima Atas Pergub 68 tahun
2022 tertang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa
Kantor Pada Perangkat Daerah.

c. Peraturan Gubermur Bali Nomor 31 Tahun 2025
tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026

d. DPA Dinas Pemajaun Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2026.

Lingkup
Kegatan

Jangka Wakiu
Penyelasaian
Kegiatan

Lingkup pekerjgan adalah menyediakan alat-alat
pembersin kantor, pemeliharaan sarana dan prasarana
Gedung Kantor dan Biaya Penerima Jasa Kantor,

'_Jangka wakiu pelaksanaan 12 bulan

Bali, 15 September 2025
Pmpmaammmm

¥y

lda Bagus Made Suradnyana, SIF. MAP
Pamtﬁna (IWa)
NIP. 197008221992031009
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Mama OFD : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bal

Mama Bidang/Bagian : Pembinaan Pemernintahan Desa Adat

Mama Program : Pemajuan Masyarakat Adat Bali

Capaian Program (Cutcome): Jumlah Prajuru Desa Adat yang Dibina sebanyak 800 Desa
Adat orang

Target Cutcome Program  : Jumlah kelembagaan Desa Adat yang berkompeten sabanyak
200 Desa Adat

Nama Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan Desa Adat

Hasil Kegiatan - Jumilah Desa Adat yang memiliki tata kedola pamenntahan
yang baik

Target Hasil kegiatan 600 Desa Adat

Mama Sub Kegiatan Pembinaan Pamerntahan Desa Adat

Keluaran Sub Kegiatan Jumlah Prajuru Desa Adat yang Dibina

Target Output Sub Keglatan : 300 Desa Adat

1. Latar Belakang
a. Dasar Hukum

1.
2.

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;

Permendagri Nomor 50 Tahun 2019 tfentang Klasifikasi, Kodefikas:, Dan
Momenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Deerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran
Drasrah Provinsi Bali Tahun 2019 Momor 2, Tambahan Lembaran Dasrah Provinsi
Bali Momor 2},

. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah ODOaerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023
{Lembaran Daerah Provins: Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Prowinsi Bah Nomor 3);

. Paraturan Daerah Provingi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali

iLembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambshan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Momor 4);




. Paraturan Zubsmur Momor 4 Tahun 2020 temang Peraturan Pelaksanaan

Paraturan Daerah NMomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali {Berite Daerah
Proving Ball Tahun 2020 Nomer 4);

. Peraturan Gubemur Bsli Nomor 25 Tahun 2023 femtang Kedudukan, Susunan

Organisas), Tugas Dan Fungsi, Seda Tala Kerfz Parangkat Daersh 8 Lingkungan
Pameanniah Provinsi Bak (Berila Daersh Provinst Bali Tahon 2022 Nomor 72

. Pereturan Gubemur Momor 2 Tahun 2023 tanlang Perdbahan Kedua Atas

Paraturan Gubarnur Bali Momer 34 Tz2hun 2319 1entang Pengeldaan Keuangan
Dresa Adat di Bal (Berte Deemsh Provinsi Bali Tahun 2023 Nomar 2);

Faraturan Gubanpur Bali Momer 14 Tahun 2023 fanlang Rencana Pembangunan
Drasrab Prowvingi B3l tahun 2024-3026 (Berta Caarat Premana Bali Tahun 20231

k. Sambaran Umum
FPembinzan Femerintahan Desa Adet memupakan langkah stetegis umtulk memperoest
ketembagaan Desa Adat di Bali. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkalkan kapasias
prajura dan perangkat Desa Adat dalam mengsiols tate pemenmtehan, baik melalu
gislam informasi, pelati'han. MBupun parmusunsn pedomen lata kelola,
Dengan adanya pembinean ini, dihamspkan Dosa Adst mampu menerapkan tete kelola

yang efektd, trangpaan, dan akuniabsl sespal parkzmbangan Zaman dan huntutan
masyarakat,,

2. Lokas|

Palaksanaan kagqatan Pemplinaan Pamennizhan Desa  Adat  mencakup  selurub
Kabupatan/iKma, Kecamatan, dan Desa Adat di Provins| Bali.

3. Strategi Pencapalan
a. Meatoda Pelaksanzan

Kagiatan dilaksanakan dengan maioda swakalela melalui beberapa tahapan,

yealL!

1. Soslaltsasi: membarkan pemahaman tentang tata kelofa pamadoiahasm Desa
Adat.

2. Pelsihan & Workshop: melath Prajiu Desa Adat dalam penggunaan sistem
informasi, pengelolaan website, dan inovasi tata kelola.

J. Penyusunan Pedoman memfasiliasi penyusunan  pedoman  tata kalola
pemennfahan Desa Adat.

4_ Koordinazi dengan Instansi Terkal: bersinergi dengan pemenntal  daacalb,

majelisfembaga adst, sera pihak relevan lainnys.




b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Wakiu Pelaksanaan
Jan | Feb | Mar | mpr | mei | Jun | Jui | Agust| Sep | okt | mov | Des

Tahapan

Persiapan Adminisiasi

Rapat Parsiapan

| R R =

Pelaporan |

Waktu Pencapaian Sasaran

Pelaksanaan kegisian dilaksanakan selama 1 (satu) tahun, mutai Januan sampai
dengan Desamber,

Rincian Rencana Penggunaan Pagu Anggaran
Biava yang diperdukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar
Rp. 83.3258.000,00

' No | Uraian  Pagu Anggaran
Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 35.368.000,00
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan  Rp. 4.218.000,00
Cetak
2 | Belanja AlatBahan untuk Kegiatan Kantor-Benda | Rp. 1.00000000
Pos
3 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 30.150.000,00
Belanja Jasa Kantor Rp. 25.400.000,00 |
1 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Rp. 25.400,000,00
| Moderator, Pembawa Acara, dan Fanitia
Belanja Perjalanan Dinas Rp. 22.560.000,00
1 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 22.560.000,00

Bali, 15 September 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Kepala  Bidang Pembinaan  Pemeriniahan
Desa Adat,

.

| Putu Andhika P STP
Pembinal(lVia)
NIP. 19840709 200312 1 001
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KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK/TOR )
KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DESA ADAT
SUB KEGIATAN FASILITASI PRODUK HUKUM DESA ADAT

NAMA OFD . DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI
BaLl

BIDANG © PEMAJUAN HUKUM ADAT

PROGRAM PEMAJUAN MASY ARAKAT ADAT

CAPAIAN DALAM - PERSENTASE DESA ADAT BERDAYA DALAM

RPJIMD KEGIATAN PARAHYANGAN PAWONGAN DAN
PALEMAHAM

NAMA KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DESA ADAT

SUB KEGIATAN FASILITASI PRODUK HUKUM DESA ADAT

KELUARANOUTPUT - JUMLAH PRODUK HUKUM DESA ADAT

TARGET /KELUARAN © 1.500 DESA ADAT

HASIL/IOUTCOME PERSENTASE DESA ADAT YANG TATA KELOLA
PEMERINTAHANYA BAIK (100%:)

TARGET HASIL B8O %

KEGIATAMN

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 6871);

2. Peraturan Daerah Provins| Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Ball
Tahun 2005 = 2025,

3. Peraturan Daerah Provins! Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provins
Bali Tahun 2018 — 2023;

4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa Adat di
Bali:

5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Peraturan Daerah Provinsi Bali MNomor 10 Tahun 2016 tlentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali;

6. Peraturan Gubemur Ball Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Provinsi Bali;

R e e e e
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7. Peraturan Gubasmur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan
Felaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 ferntang Desa Adat
ch Bal { Berta Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 nomor 4 |

8. Peraturan Gubernur Bali Momar 34 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa Adat oi Bal (Berita Dasran Provinsi Bali Tahun 2015
Momor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Beii
Namer 55 Tahun 2022 tentang Pengelslaan Kesangan Desa Adat Qi Bali
(Berita Dasrah Provinsi Bali Tahury 2022 Nomor 546).

2. Gambaran Lmum

Bidang Pemajuan Hukun Adat pada Dinas Pamajuan Masyarakat Adag
Provingi Bali, yang memilkl tgas unbuk pemeajuan dibidang hukum adai
metalui  berbaga  perencanasn kegistan distaranya membarikan
penghormatan dan pengakuan barbagai produk, hukun adat yaity Awic-Awig
dan FPararern melaloi mekarsme yang benar sesuzi dengan Peraturan
Daerah Provinsi Bali Normar 4 Tabun 2019 tentang Dasa Adat OF Bali dan
Peraluran Gubemnur Ball Nomor 4 Tabun 2020 tenksng  Peraturan
Falaksanaan Pearaturan Daerah Provins! Balh Momor 4 Tahun 2019 tenlardg
Deza Adat i Ball sehingga memiliki kakuatan hukum, Dess adat memiliki
xewenangan uriuk menyelesaikan wicara adat yang lerfadi di desa adal
melalal penengahan dan melalei kerihe desa yang berdasarkan Awig-Awig
yang barlaky. Wizara adat yang tidak dapat di eslesatkan di dess adat, maka
dapat di tempuh dengan medizsa di MDA Kecamatan dan MOA Kabupaten
sorta MDA FProvins. Paran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Prowinsi Bali
mernfasilitas jika penyelessian wicara di Ungkat Provins: Bah melala
pembinaan dalarm bentuk sosialisast, diseminasi dan lain-lain.

Dinamika perkembangan perkembangan peariwisata Bali  tentunya
berdampak pada keamanan dan keteriban di wilayah Bali. Pemarintah
Provinsi Bali mengundangkan Persfuran Gubemur Bali Momor 26 Tahun
2020 tentang SIPANDUBERADAT, desa adat menjadi garda terdepsan dalam
mengkeocrdinir berbagai komponen keamanan vanga da di desa adat dengan
Darkoordinas]  daiam tugas-tugas Pre Emed dan Proventif  terbakas.
SIPANDUBERADAT  menjadi  garda  terdepan  dalam  pengamanan
wawidangan dess adat Dengen demikian pedu diberikan peningkatan
wapasitas melalui pembingan  forum  SIPANDUBERADAT yang sudah
dibentul; A masing-masing Jdesa adat di Bali.

Berdasarkan latar belakang sabagaimana tersabut diatas, maka berbagai
terobosan telah o bamgun untuk mempercepat mewdjudkan pamajuan
hukwm adat dan tata kelola pemeriniahan yang baik,

B. PENERIMA MANFAAT

Pznenma manfast dad Sub Kegistan Fasiltasi produk Hukom Adat pada
keagiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat adalah 1.500 Desa Adat s&-Bali.

C. STRATEGI FENCAPAIAN SASARAN
1. Metode Pelalksanaan

WMetode yang dipergunakan dalam rangka pelaksangan kegiatan pada Sub
Kagatan Fasihiasi Produk Hukurn Desa Adat adelah menggunakan metoda
Pembingan, Diseminesi, Fasilitasi Wicara Adat, Menitorinn, Koordingsi,
Sosialisas dan Evalussi.

oo oot e S e odatieoa) Weadut Jotium Pena pRior Fuhun 108 hal 2




2, Tahapan dan wakiu pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan

a. Mengadakan rapat-rapat koordinas, konsuliasi dengan Majelis Desa Adal
(MEA) Provins Bali yang membidang bukum dar wicars adat, dan para
kelompok ahli bidang adat, agama, tradisi, seni dan budays;

b. Penyusunan  jadwal  dalam  pembinaan  Awig-dwg  dan Paramsm,
Sosialisasi/Bimick SIPANDUBERADAT (Trepti Ball), Sosiahsasi Aplikasi
JIGHAT dan Diseminasi Perda 4 Tahun 2019,

c. Mandampingimemfasilitasi penanganan Wicars adat dalam  kegiatan
Fanyrgkzan dan Pgrapes Wicara adal dengan Sabths Kera MDA Prov.
Bali;

d. Pelaksanaan Diseminas Perda 4 Tahun 2074,

2, FPelaksanaan Sosialisasi Aikasi JIDHAT, Sosiahsasi/Birmtek
SIPANTUBERADAT [(Trepti Bali}, Pembinaan Awig-Awig dan Pararsm.

Adzpun waktn pelaksanaan kegiatan inl adalah sefama 12 {dus belas) bulan di
mulai dari bulan Jancean =id Desember 2026 Lebih jelas dapst diihst pada
l[ampiran matrik.

3. Penanggung jawab Kegiatan ; Kapala Dinas Pemajuan
asyarakat Adat Provinsi Bali.
Falakzanaan kagialanisuh kegiatan : Kepalz Bidang Pamajuan Hukum
Adat

L. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Adapun wakiu pelaksanaan kegiatan inl adalah selama dua Eelas bulan oi mulai
cari bulan Januari 5/d Dasember 2066,

E. BIAYA YANG DIPFERLUKAN

Sumber dana yang skan dipergunakan dalam pelaksanaan Sub Kagiatan

Fasilitasi produk Hukarn Adat pada Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa
Adat adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daserah (APBD] Provins
Bali sebesar Rp 244 £34 000 - (TDua Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus
Sembllan Pulul Empat Ribu Rupian) dengan rincian sakagai berikut ;

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Catzk Rp, 8.584 00,-
Belanja AlatfBahan uniuk Kegiatan Kantpr-Banda Pos Rp. 160.G00,-

Balanja Makanan dan Minuman Rapat Kp. 33.750.000,-

Honorarum Narasumbar stau Pembahas, Moderstor, Fembswa Acara, dan
Panifia Rp. €. 000,004 -

Belanja Jasa lklan/Reklame, Fim, dan Pemolretan Rp, 32.000.000 -

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 183.200.C000 -

Demikian Kerangks Acusn Kerjg Sub Kegizlan Fasilitas produk Hukom Adat

pada imi disusun, sebagai pedeman dalam malaksanakan kegatan Pembinaan
Kelembagaan Dasa Adat,

Garsagin esss tcjs Sk Login AT rokih Gt Dreo Ader Feren 078 =




Bali, 15 September 2025

Pelabat Pelaksana Tewxnis Kegiatan

Pembinaan Kelembagaan Desa Adat
Sub Kegiatan Fasilitasi produk Hukum

Adat
e

ida'Bagus Rai Dwija Juliarta, S Ag, M.Si.
Pembina Tk. | (IV/b)
NIP. 197907032003121002
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Tabel

Matrik Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi produk Hukum Adat Tahun 2026

Mo

= e

diaf irstansl ferkait

Peryusunan jadwel kegistan
soplaligas
SIPANDUBERADAT,
Cisaminasi Perda 4 Tahun
2075, dan Bembinaan dwig &
Fararem Gl

Mennamaing! penanparan
ticara &oal dalam kegiatan
Papurmksan dan Penepes
wicara adal dengan sabha
kerta MDA Prav. 2ali

Pelaksanman Doemmos
Parda 4 Tahun 2018

Mama Hegiatan =g 1
i om wlm|mw Hlm | |ij®|m i | om | | ui ] | om | i i m|i n
| Rapat koordnasi dengen MDA,

Frlaksan@san Sosialsas)
Aplicas| JIDHAT,
Soslal=asiBirmies
SIPAMDUBERADAT {Trepli
Badl), Pembinaan Awig-twig
darn Pararem
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Mama OPD : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
MNama Bidang/Bagian : Pembinaan Pemerintahan Desa Adat
Mama Program  Pemajuan Masyarakat Adat Bali

Capaian Program (Outcome): Jumiah Desa Adat yang dibina sebanyak 600 Desa Adat
Targat Outcome Program  © Jumlah kelembagaan Desa Adst yang berkompeten sebanyak

800 Desa Adat

Mama Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan Desa Adat

Hasil Kegiatan : Jumlah Desa Adat yang memiliki tata kelola keuangan
yang baik

Target Hasil kegiatan - 600 Orang

MNama Sub Kegiatan . Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adal

Keluaran Sub Kegiatan - Jumiah Desa Adat yang Dibina Tata Kelola Usaha Bidang
Keuangannya

Target Output Sub Kegiatan : 300 Desa Adat

1. Latar Belakang
a. Dasar Hukum

1

2.

2.

Undang-Lindang Nomaor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;

Permendagn Momor 20 Tahun 2019 fenlang Klasifikasi, Keodefikasi, Dan
Nomenkiatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Dasrah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Semesta Berancana Provinsi Ball Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Proving
Bali Momor 2);

. Peraturan Dasrah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023
(Lembaran Dagrah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomer 3, Tembahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Momor 3);

. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Ball

{Lembaran Daerah Frovinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 4);




., Peraturan Gubemur Momor 4 Tahun 2020 tentang FPeraluran Pelaksanasn

Feraturan Daerah Momor 4 Tahun 2801% Tantang Desa Adat di Bal (Berdiz Caerah
Previngl Eali Tabun 2020 Momor 4}

Pemturan Gubemur Bali Momor 25 Tahen 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Qrganisasl, Tugas Can Fungsl, Sara Tata Karja Peranpkat CEsrah di Lingkungan
Pemenntzh Provinsi Bali (Berta Daermh Frovinsi Bali Tabwn 2022 Momor 723,
Fereturan Gubemur Momor 2 Tahun 2023 lentang Perubshan Kedua Atas
Pearaturan Gubamur Bali Momar 34 Tahun 2019 tentang Fengelofaan Keuangan
Desa Adat di Bali (Berta Daarah Prinvang Ball Tahun 2023 Narmer 23;

Feraiuran Gubacpur Bali Momaor 14 Tahun 2023 1entang Rencana Fambangunan
Daerah Provinsi Bali tahun 2024-2025 {Berita Dasmb Provinsl Bali Tatun 2023).

b. Gambaran Umum
Fembinaan Tata Kelola Keuvangan Desa Adat merupakan salah satu upaya strategis
Pemerintah Provinsi Ball unfuk meningketkan tansparansi, akuntabiffas, dan

profesionallas Desa Adat dalam mengelola keuangen. Seirng dengan meningkainys

slokasi dana hibah dan program penguatan Desa Adet, pengelolaan keuangan yang

baik menjadi kebutuhan mendesak agar esa Adat mampu mengaga integntas,
memperkuagt kelembagaan, serta mencdukung pambangunan berbasis budaya di Babi.

2. Lokasi

Feleksanaan kegistan Pembinaen Frejuru Desa  Adat  mencalkup  selumh
FabupataniKota, Kecamalan, dan Desa Adet di Frovinsi Bali,

3. Strategi Pencapaian
d. Metode Pelaksangan

Kegiatan dilaksanakan dengan metode swakelola melalui beberapa tahapan,

yaibu:

1. Sosiglisasi: memberkan pemabaman mengensi  penfingnya lada  kelola
keuangan dese &dat yang akuntabel.

2. Kunjungan Lapangan: melskukan pendempingan dan identifikasi kebuiuhan
teknls pengeldasn kewanasan oi dese adst.

3. Keoordinasl dengan Instans Terkait: membangun sinergi dengan pamesintah

tasrah, lembaga ad=, sefda guditordinspakierat daerah unbuk memastikan tata
k&lola yang berkelanptan.




b. Tahapan dan Waktu Falaksanaan

1. Verigkas! dokumen pengajuan pencairan dana hibah desa adat dan MDA Bali

yang bersumber der Akokasi APBD Semesia Berencana Provinsi Bali Tahun
ran =028 )

No | Tahapan - : Uraian

a) | Pembentukan Tim Verdllkas|

la) _|_Pembekalan kepada Tim Yerfikas

¢ | Verifikagi

d) | Adminlstrasi Pengajusn ke BRPKAD

g] | Pengelaban Cada

f} | Menyusun Laparan

2. Verfikasi Laporan Paranggungjawaban dana desa adal yvang barsumber der
Alokas| APBD Samesta Berencana Frovinsi Bali Tahun 2024

Mo | Tshapan Llrakan
a) | Peambanwkan Tim

b) | FPembakalan kepada Tim
g] | Weriflkas laparan
dj | Pengulahen cam paryajian data
€] | Memyusun Laporan

- -

3. Penyuslnan Pancuan vYerlfkasi Dokurnen Hibah Desa Adat yang bersumber dan
Alnkasi APBD Samesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025
e Tahapan Urzian
:Ew Rapat Penyusunan Panduan i
ly | Menyusunan draf Panduan

. €) | Fembshesan Fancdvan dengan [nelansi
L | berkait
|_I:IL_Fi£1_aliaasi Pand wan !

4, Yariflkasl dokumen usulan dana hibah desa adat dan MDA Bali yang bersumber
dari Alokasi AFPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026

Mo - Tahapan Uraian

a) Pembenfukan Tim Venfkasi |

b}  Pembakalan kapada Tim Verfikasi '

s) | Verfikasi proposal dart Bire Lmum dan

Proickal

dj | Menyusunan Dokumen Eekomendasi

2y | Fergolahan Data

fi | Menyusun Daporan

£. SDosialisasi Mekanisne Pemenfzaian Dana Hibah Desa Adet yveng bersumber
dari APBL Semesia Berancana Provins Ball Tahun Anggaran 2086
Mo Tahapean o Lhraign
a# | Penyusunan Sk Tim
by | Penyusunan baban sogizalisesi
¢} | Penyusunan Jadwal Sosialisasi
di | Pelaksanaan Scslallsast




8. Pamyusunan Dokumen Rekomendasai Hbah

2] | Reapet prsiapan

Mo [ Tahepan [ Uraian

b} | Penyusunen Tim

£ | Verfikas: dokurnen bikah

tf Pemyusunan Dokumen REekomendasi
hibah

I} | Pelaporan

7. Pencairan Dang Hibah Dilaksanakan dengan tahapan

Mo “Tahapan

[Iraian

a) | Persiapan admiristras|

Bl _| Keordinasi dengan pihak. terkait

¢} | Pancalran Dana Hibah
- d] | Palaparan !

i

8, Monllaring dan Evaluzsi pelskaanaan Dane Hibah Desa Adat yang
bersumber dari Alokesi APBD Pravinsi Bali Tahun Anggaran 2025

_Ma | Tahzpan B Urslan
g} : FRapal persiapan
B FPenyysunan SKTim

ol i Petyusunen Jadwal

dy | Peryusuben insiucen

g} | Pelaksanaan Money

| Pelaporan Money

9. Pelapaian

Mo | Tahapen Lirsian

a) | Pengumpulan deta den bahan japoran |

B | Peanvusunan draf Jsporan

¢} | Panyusunan Laporan Kediaian

4. Waktu Pencapakn Sasaran

Felaksanaan kegiglan dilaksanakan ssfama 1 (satu} tahun, mulai Januar sampai

denpan Desasmbet.

8. Rincian Fencana Penggunaan Pagu Anggaran

Biaya yang diperukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar

Fp. 454.017.581.000.-

Mo | Llrelan

Fagu Anggaran

Edlanja Barang Fakai Habiz

REp. 18.981.000.40

1 | Belang AlatBahan uniuk Kegialan Kanio- Bahan Cetak
2 | Belanja AlatBahan uniuk Kegislan Karior-Benda Pes

Rp. 4.931.000,00

Rp. 1.000.000,00

3 | Eelanja Makanan dan Minuman Fapat

Rp. 13.050.000 (0




[_ﬂlliﬁji Jasa Kantor

| Rp. 7.400.000,00

1

Hanorarum Marasumber atau Pembahas, Moderator, | Rp. 7.400.000,00

Pembawa Acara, dan Panitia

Belanja Perjalanan Dinas

Rp. 91.200.000,00

1

‘Belanja Hibah

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Rp. 91.200.000,00 |

Rp. 463.900.000.000,00

T

Belanja Hibah Uang kepads Badan dan Lembaga yang | Rp. 463.900.000.000,00
Bersifal Mitaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk

Berdasarkan Peraturan
Perundang-Lindangan

Bali, 15 September 2025

Fejabat Felaksana Teknis Kegiatan

Kepala Bidang Pembinaan FPemerintahan
Desa Adat,

| Putu Andhika Futra, 5.5TP
Pembinal/(lVia)

NIP.19840709 200312 1 001
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KERANGKA ACUAN KEGIATAN

(TERM OF REFERENCE)
Nama OFD . Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian . Bidang Peambinaan Perekonomian Desa Adat
Mama Program . Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali
Capaian dalam RPJIMD Pembinaan Tata Kelcla Perekonomian Desa Adat
Target Capaian Program 100 %
Nama Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adal
MNama Sub Kegiatan . Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan

Desa Adat

Target Keluaran/Output kegiatan - 30 Desa Adat

Target Hasil/Output Kegiatan . 75 Dokumen

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum
a) Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

b) Undang-Undang MNomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6871),




c) Peraturan Merter Dalam Negeri Nomor 80 Tarun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukurn Daerah {Berita Negara Republlk Indoenesia Tabhun 2015 Nomor
2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Megeri
Momar 120 Tahwn 2018 ientang Perubahan Afas Peraturan Menter Dalam
MNeger Momor 80 Tahon 2015 tentang Pambentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonasia Tahun 2012 Nomeor 157);

d) Persluran Daerah Provinsi Bali 3 Tabun 2017 lentzng Lembapa Perkraditan
Desa [(Lembaran Daerab Tabun 2017 Nomor 3

&) Peraturan Daerah Provins Bal Momor 4 Tahun 20012 tentang Desa Adat di Bali
(Lembaran Daegrah Provinsi Bali Tahun 2019 Momor 4, Tambahan Lembaran
Dhasrah Provinsi Bali Momar 49;

f} Peraturan Gubernur Bali Momar 44 Tahun 2017 weniang Fesaturan Pelaksanaan
Paraturan Dasrah Provinsi Ball Nemor 3 Tahun 2017 Eentang Lambags
Perkrditan Desa;

g Peraturan Gubernur Bali Mormaor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Palaksanaan
Paraturan Dasrah Nomor 4 Tahun 201% Tentang Ceza Adst Di Bali {Berita
Daarah FProvinsi Bal Tahon 2020 Mormor 4]

2. sambaran Umuam

LPD mulai didirikan sajak tahun 1924 herdasarkan Keputusan Gubarnur
Kepala Daerah Tingkat | Bali Nomeor 872 Eahun 1584 temiang Pendinan Lembags
Parkreditan [esa di Provinsl Daerah Tingkat | Bali. LPD, sejak awal pendlnannyz
dibentuk  bedujuan  mendorony  Pembangunan Parekonomian [Dess Adat,
memberanias prakiek ijon, gadai gelap di Desa Adat, menciptakan pamerataan dan
kesampatan berusaha bagi Krama Desa Adat dan fenagz kerja, dan meningkatkan
daya bel serta malancarkan lalu lintas pembayaran dan peradaran uang di Desa
Adat,

LFO merupakan lembaga keuamngan dimana salah satu kidang usahanya
vaitu menghimpun dana dan Krama Desa Adgl dan memberikan pinjaman kepada
Krama Desa Adat . Dalam kurun wakiu Tahun 1984 sampai dengan =azt ini {40
tahum), LPD telah bherkembang pesat dan mamberikan kontribusi serta manfaat
vang besar kepada pembangunan perekonemean Bali darn Desa Adal. Berdasarkan
data LFLPD Provinsi Bali bulan Juli 2025 1435 Desa Adat telan memiliki LPD
dengan koial aset sehesar RP.35.536.921 660 { Tiga Puluh Lima Triliun Lima Ratas
Tiga Puluh Enam Juia Sembilan Ratus Dua Fofuh Satu Rebu Enam Ratus Enam
Pulub Rupiab) dengan Jumlah ienaga kerja 8.245 orang.




Walaupun LPD ielah memberkan kordnbusi dan manizat yang basar
terhadap pembangunan perekonomian Bali pada umumnnya dan Desa Adat pada
khususnys, di masa kin dan masa yang akan datang LPD juga mampunyai
lankangan yang cukiap bosar,

Tantangan di bidang ekonomi ditanda masuknya kapitalis ke wilayah-wilayah
Desa Adat yang dikendaiikan oleh pemilik swasta demgan tujuan memperoleh
kauntengan yang sebesar-besarnya. Hal in sangat mengancatm perekonomian Adat
Bali perlu dikuatkan dengan parbaikan iata kelola LPD sehagai padnoven Desa
Aclat.

Atas dasar permasalahan tersebef diatzs unfuk membarikan perdarmpngan
dan menderong LPD melakukan perbaikan Tata Kelola LFD agar sesuai dengan
Perafuran Daerah Provins Bali Nomar 2 Tabhun 2017 teniang Lembaga Perkreditan
Desa, maka pedlu dilakukan Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Das3
Adat. Pembinaan lata kelola usahe Bidang keuangan Desa Adat akan dilakukan
Kagratan Pambingan LPD yang tidak Sehat meanjad Sehat o Kabupaterdkota se
Bal.

B. Tujuan Kegiatan

1

. Tujuan dari pelakzanaan kegiatan Pembingan LPD adamah mendampingi, membina

dan rmerdorong LPD melakukan perbaikan tata kelola LPD agar =asuai dengan
Peraturan Dasrah Provingi Bali Nomer 3 Tahun 2017 tertang Lembaga Perkaditan
Dasa.

Panarimz Manfaat

Kegiztzan Pembmnaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuwangan Desa Adat dilaksanakan

melalui program! kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Proviesi Bali

dengan sasaran yaitu Pengslola LFD yang ada di Kabupaten/Kota se-Bali

Strategi Pencapalan Sasaran

1.

Matode Pelsksansasn

Kegistan Pembinaan Tata Kelola Usaha Bideng Keuangan Desa Adat  dalam
pelaksanaannya melode Swakelola melalu Pambinaan LPD dengan melakukan
menitericg, evaluast dan pendampingan kepada LPT dengan Tingkat Kesehatan
Tidak Sehat.

Tahapan PelaksarEan

Tahapan pelaksanasn Kegistan Pembinaan Tata Keiola Usaha Bidang Keuangan
Desa Adat pada Tahun 2026, sebagai barikut:




Pembinaan LPD

1)
2]

3)
4)
3)

Rapat Koordinasi dan Persiapan Pelaksanan Pembinaan LPD;

Pemetlaan dan identifkasi LPD yang akan dilakukan pembinaan dan
pendampingan;

Fambinaan dan pendampingan LPD secara langsung hadir di LPD,
Penyusunan Laporan Kegiatan:

Manitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;

3. Waklu Pelaksanaan

a, Waktu Penyelenggaraan Pembinaan LPD

WO |

TAHAPAN 1 |2 |3 [4 [5 |8 T [&[E 0 [11 | 12

Rapat koordinasi dan persapan | |
pelaksanan pembinaan LPD |

LPE

Poametaan dan (dentfikasi LFD
yang akan dilakukan pembnasn
dan pendampingan '
Pembinaan dan pendampngen
LPL secara langsung hadir &

Penyusunan Laparan Fegiatan

Mondtoring,  Evalsasl,  dan |
Felaparan

Tahapan waktu dan pelaksanaan kegiatan terbagi atas aliran kas di sstiap bulannya,
sepanjang Tahun Anggaran 2026 (1 Januari s/d 31 Desember 2026).

E. Biaya Yang Diperlukan

Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat
dicebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah Tahun 2026 dengan
kebutuhan anggaran indikalif sebesar Rp 109.542 800 00 (Seratus Sembilan Juta Lima
Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah)

F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat uniuk dapat digunakan sebagaimana

mastinya dan terimakasin

Bali, 15 September 2025

Kaepala Bidang
Pembinaan Perekonomian Desa Adat
(selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)

™

Kadek Donl Raditya, S STP.. M.Si
NIP.19850428 200312 1 0
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KERANGKA ACUAN KEGIATAN

(TERM OF REFERENCE)
Nama OFD - Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian . Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat
MNama Program Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali
Capaian dalam RPJMD : Persentase Desa Adat yang berdaya dalam

Target Capaian Program menyelenggarakan Kegiatan FParahyangan,

Pawongan dan Palemahan

100 %
Nama Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Parekonomian Desa Adat
Nama Sub Kegiatan . Pembinaan Tata Kelola Usaha  Bidang

Perekonomian Desa Adat
Target Keluaran/Output kegiatan 45 Desa Adat

Target Hasil/Output Kegiatan - 75 Dokumen

A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 temtang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesta Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

b} Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Momor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor BO Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Megara Republik Indonesia




Tabhun 2015 Newnor 2028) ssbagaimana telah diubah dengan Paraturan
Menteri Dalam MWegen Nomor 1290 Tahun 20935 tentang Pensbahan Afas
Peraturan Menter Dalam MNegeri MNomor 20 Tshun 2015 fentang
Permbentukan Produk Hukum Daesrah (Berita Megara Republik indonesia
Tahun 2015 Namor 1577;

d) Peraturan Dasrah Provinsi Bali Nomer 4 Tahun 2019 lertang Desa Adat d
Bali [Lembaran Daersbh Provinsi Balk Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan
Lambaran Dasrah Provins: Bali Nomaor )

e} Poraturan Daerah Provinsi Bali Momor 4 Tahun MHE2 tentang Pedoman,
Mekanisme, dan Pendirian Baga Utsaha Padrowen Desa Adat (Lembaran
Daerah Frovinsi Bah Tabun 2022 Nomor 4, Tambabhan Lembaran Daeran
Proyinsi Bali Moo 4}

fl Peraturan Gubernur Beli Momor 4 Tahun 2020 fenfang Peraburan
Palaksanaan Peraturan Daerah Nemer 4 Tanun 20189 Tentang Desa Adat Di
Bzl (Berita Daerah Provinsi Bali Tahon 2020 Narmor 43,

g3 Peraturan Guberner Bali Momor 20 tahun 2023 tentang  Peraluran
Felaksanaan Peraturan Daerat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman,
Mekarmisme, Dan Pendinan Baga Usaha Padruwen Desa Adat (Berita
Dacrah Provinst Eali Tahun 2023 Nomor 20)

2. Gsambaran Umum
Berdasarkan data di tshun 2025, dafi 1500 desa adst, vang sudah

mambentuk unit ussha/Bupda adsalah sabanyak 365 dess adat (26%), dengan
tenaga kerja yang terserap sebanyak 3118 orerg, Omsest sebesar Bp.
58.050.858.097 - dan laba sebesar Rp. 22 842 749 724, -

Dari 2659 desa adat yang sudah membentuk unit usahaBupda telah
dilakukan upaya-upaya percepaian pemberduvkan bupda sesuzi  dengan
parsyaratan yang ada pada paraturan Gubemor Momor 20 tahun 2023 teniang
Peraturan Pelaksanasn Pergturan Daerah Momor 4 tahun 2022 tenfang
Fedaman, Mekanlsme, dan Perdirian Baga Ulsaha Padruwen Dega Adat.,

Langkah-langkat yang sudat dilaksanazkan adalah

1. Bimbingan Tekniz peningkatan kapasitas pengelola Bupda.

2. Soziglizzsi Peraturan Dzarah Nomor 4 taihun 2022 dan Peraturan Gubernur
Momor 20 Tahun 2023,

3. Pembinaan dan Pendampingan pembentukan Bupda di Desa adat.

4. Pendampiragan langsung ke Masing-masing desa adat.




Dari upaya erseblt sudah terbentuk 41 desa adat yang sudah membentuk
Bupda bardasarkan persyaratan pada peraturan Subermur Nomar 20 Tahun
2023,

Terdapat pennasalaban yvang menyebabkan  rendahnya  pembentukar
BLUPDA di Desa Adat yaitu:
a) Prajund kurang memilik nalur bistis, kuarang mampa melihat potens: dan
PeluaEng;
b Keberanian dan kecepatan mengeksekusi rencans lemab;
&) Kemauan dan kemampuan memsnubi ketentuan regulas masih lermaEkh;
d) Keterbatasan permodalan dan keeativitas permadalar; dan
gy Kemarmpuan manajerial masih kurang, peru pelatban dan perdampingan.

Berdazarkan permasalzhan lerssbul, oniuk mendorong pembenkikan
BUPDA sarta meningkatkan tata kslola BUPDA berbadap BUPDA yang telsh
terberduk maka perlc dilskukan kegqatan permbinaan tata kelola  bidang
parekornomian Desa Adat Adapun aktifitas kegialan pembinaan tata kelola
bidang perslioramian Desae Adal vang dilaksanakan yaitly

11 Pendampingar Pembentukan BUPDA

21 BIMTEK BLUIFDA.

Tujuan Kegiatan

Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Perskonomian Desa Adat adalsh Sub
Kedistan dari Pembinaan Tata Kelela Perskonomian Desa Adat yang memilki
akiifitas antara lain;

1. Pendampingan Pembentukann BUPDA  adalah  kegistan  yang  berlujuan
mendarmpingi Prajury Desa Adal untuk membeniux BUPDA sesual amanal
Peraturan Daerah Provinsi Bali Momor 4 Tahun 2022 went2ng Pedoran,
Mekanisme, dan Pendirian Hagae Utsaha Padruwen Desza Adat, baik 1l tata
kelola maupun persyaratan pengejusn pendinan bupdanya.

Z BIMTEK BLIPDA bertujuan meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat iata
kelola, dam  mengembangkan usabha Desa Adat secara masdin  dan
berkelanjutan, sehingga Asat dan parekonmomian [hesa Adat tetap Lestar
sekaligus memberikan manfaat langsung hagi Xrams adaf,

Penarima Nanfaat

Kegiatan pembinaan iala kelola bidang perekonomizgn Desa Adat dilaksanakan
melalui programd kKegiatan pada inas Pemajuan Masyarakat Adat Provins Bali
dengan sasaran yaitu Pengeloia BUPDA dan Prajur Dezsa Adat,




. Strateai Pencapaian Sasaran
1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pembinaan tata kelocla bidang perekoromian Desa Adst dalam
pelaksanaannya memakai metods Swakaloia malalu ;

#) Pendampingan  pembentukan  BUPDA  dilaksanakan dengan metode
mendamplngl prajury desa adat secara langsung i Desa Adat untuk
membaniuk BUPDA sesual amanat Peraturan Daerah Provinsi Bali Momaor 4
Tahun 2022 ifentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Utsans
Padruwen Dasa Adat;

b) BIMTEK. BUFDA berujuan meningkatkan kapasitas SOM. memperkuat tata
kelole, dam mengembangkan osaha Besa Adst sscara mandini dan
berkelanjutan, sehingga Aset dan perskonmomiart Desa Adat tetap Lestar
sekaligus memberikan manfasi [angsung bagi Krama adat.

2. Tabapan Palsksanasn

Tahapan pelsksanaan Kegiatan pembingan faim kelola bidang perekoncmian
Desa Adat pada tahun 2025, sebagal beriku:
&) Pendampingan Pambentukan BUPDA

1] Rapat koordinast dan persapan pelaksanan Pendampingan Pembantukan
EUPDA.

27 Pemetaan dan dentfkas Desa Adat yang welah mendapatksan Sossli=ssi
Feraturan Casrah Provinsi Balk Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedomar,
IMekanisme, dan Pendinan Saga Utseha Padnwan Desa Adat serta Desa
Adat yang telah mamiliki unit usaha vang akan dilakukan pembinaan dan
pEndarpirigan;

3y Pendampingan pembentukan EUPDA secara langsung hadir di Besa
Adat;

4} Fenyusunan Laporan Kegiatan;

S) Monittwiey), Evaluasi, dan Palaporan;

b} BIMTEK BLIFDA
1% Perencanaan dan Persiapan
2} Sosialisasi dan Rekrut Peserta Bimilek.
3 Penyusunan Mater dan Narasumber.
4y Pelaksanzsan BIMTEK. |
gy Moritanrd, Evaluas, Pelaparan dan Tidak [anjut.




3. Waktu Pelaksanaan

a. Pendampingan Pembentukan BUFDA

WO

TAHAPAM

Tetapkan dess adat yang akan
digampingl dan susun  jadwal
pandampingan {&cuen deta desa
adat yang marmiliki unit v=aha)

Fendampingan dilakukan dengan
melibatean MDA HebiHola dan

LM

| Monitoring,  Evaluasi, dan

Palaparan,

b. BIMTEK BUFDA

MCH

TAHAFPAN

|| Perencanaan dan Persiapan

2 Sosialisesi dan Rekrut Pessarte
Eimtek

3 Fenyusunan Matzn dan
Narasumber

4 Fetgksanaan BIMTEK

5 Monitonng, Evaluas, Pelaporan

dan Tindak |anjut

Tahapan wakiu dan pelaksanaan kegiatan terbagi atas aliran kas di setiap

bulannya, sepanjang Tahun Anggaran 2026 (1 Januar s/d 31 Desember 2026),

E. Rencana Anggaran dan Biaya

F.

Rencana Anggaran dan Biaya yang dibutubkan pada kegiatan ini adalah
Rp 123.502.800,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Ribu Delapan

Ratus Rupiah}

Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana

mestinya dan terimakasin




Bal, September 2025

Kepala Bidang

Pembinaan Perekonomian Dasa Adat
(selakuy  Pejabat Pelaksana Teknis
Kegia

Kadek Dom Raditya, ﬁ.ﬁ P, M,ﬁt
NIP.19850428 200312 1 ¢
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KERANGKA ACUAN KEGIATAN

( TERM OF REFERENCE)
Nama OPD Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Nama Bidang'Bagian Pembinaan Perekonomian Desa Adat
Nama Sub Bidang . Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga
Nama Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali
Target Capaian Program ¢ 100 %
Nama Kegiatan . Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat
Keluaran {Output) Kegiatan - Jumlah Lembagsa yvang menalin Kerja Sama
Target keluaran Kegiatan . £ Lembaga
Output/Sub Kegiatan © Jumlah Dokumen Tata Kelola Perekonomian Desa Adat

yang diproses

Target Hasil/Output Kegiatan © 75 Desa Adat

A. Latar Belakang
1) Dasar Hukum
a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintanan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggant Undang-Uindang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
GCipta Kera Menjadi Undang-Undang (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6858
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer §871);




£, Paraturan Dasrah Prondnsi Bali Noemor 4 Tahun 2042 tentang Desa Adst di Bali
{Lembaran Daerat Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lemiearan
Daerah Provinsi Bali Mamor d);

d  Peraiuran Gubemur Momor 34 Tahun 21 9 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Adat di Bali (Berita Daerah Pravinsi Bali Tabun 2019 Nomor 34},

g, Pergiuran Gubsmur Momor 4 Tabuon 2020 tentang Peraiuran Pelaksanaan
Feraiuran Daerab Namor 4 Tahun 2079 tentang Desa Adat di Bal (Berita Dasrah
Frovinsi Bali Tahun 2020 Momor 4, Tambahan Lembaran Dasrah Provingl gali
MWameor d).

2) Gambararn Umum

Salzh =atu isu dan tantangan pembangunan Dess Adat seat ini edalah
mewujudkan kemandirian Desa Adat sesuai prinsip T Sakll Bung Kamo: Berdauiat
Secara Politik, Bardikar Secara Ekonomi. Berkepribadian dalam Kebudayaan. Sebaga
Desa Adst yang berdaulat | dengan kawenangan, patensi wilayshfvewidangan dan
Padnowen Desa Adat, Desa Adat dibarepkan mampu merencanskan  dan
melaksanakan Pembangunan khususnya Bidang Perekohomian uniuk mewljudkan
kehiduparr Hramta Desa yang Sejahtera dan Bahagia, sakafa-niska@. [Dalam
mewljudkan Pembangunan yang berekalaniutan, Desa Adat membriiubkan Kenasama
dalarm berbagai bidang perskonomian yeng menjad kewsnangan Desa Adat bak
Kerjasama Aniar Desa Adat, Kerasama Perekonomian Desa Adst dengan
Dezafeluraban, maupun Kerasama Desa Adat dengan Pikek Lain. Kerjasama antar
De=sa Adal mauplun dengan Fihak Lain Adalah pilinan untuk memparcepat peningkatan
ekononli dan kemandirian malziui mekanisme pangelolaan bersama dengan prinsip
zaling menguntungkan dan adil.

B. Tuiuan Keglatan
Maksud dari pelaksanzan kegiatan Lembaga yang menjalin Kerja Sama adalah unfuk
memberikan pemahaman dan pengeiahuan Kepada Frapwry Desa Adat atau yvang sudab
memiliki kegasama perakontmian. Tujuarriya adalat setelah selumuh Prajurae Desa Adat
mengikuti dan mermaharni kerjasama perekonomian unutk dapat melakukan dan meamiliki
karjasama bidang parkonamian sasUudi dengdan aturan yang berlakn.

. Panarima Manfaat
Kagiatan permbinaan tzia Kelola bidang perekoncmian Desa Adat dilaksanakan melzli
programi kegiatan pada Dinas Fermajuan Wasyarakat Adat Provinsi Bah dengan sasaran
yaitu Desa Adat yang melakokan Kerja Sama baik dengan Desa Adat, antar Desa adat
maupun Lembaga lainmya.




D. Strategi Pencapaian Sasaran

1) Metode Pelaksanaan
Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat dalam
pelaksanaannya memaka metode Swakelola melalul
a) Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 4 terkait Pasal-Pasal tentang Kerja Sama yakni Pasal 81 s/d Pasal 865 tentang
Tata Hubungan dan Kerjasama Desa Adat
b) Pendataan Fasilitasi Kerja Sama dilaksanakan dengan menggunakan Google Form
kepada Desa Adat yang ada di seluruh Kabupaten/Kota seBall
2) Tahapan Pelaksanaan
a) Pencapaian sasaran dan kegiatan Kerjasama Perekonomian pada Desa Adat
dilaksanakan secara terus menerys
b) Sosialisasi dilakukan pada periode bulan Januan s/d Desember 2026

BULAN

NO TAHAPAN

1. | Susun jadwal Sosialisasi Pergub
Nomor 4 Tahun 2020

2 Sosializasi déakukan barsama -

sama MDA Proving Ball

3 Lakukan koordinesi dengan
pihak terkad conrtohRya MDA
Kab/Kata |

MO TAHAPAN 1 7 [3 F] 5 B 7 B[4 [10 |11 |12

[ 1 | Melakukan pendafaan Dwesa Adat
yang belum pernah mendapathan [
I Spseafsasl Perda 4 Tahun 2022 [
P Melakukan pendatazn Desa Adal .
yvang melakukan Fasiitas Kera
Sama

E. Rencana Anggaran Biaya
Rencana Anggaran dan Biaya yang dibutuhkan pada kegiatan ini adalah
Rp 32.549.600 (Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam
Ratus Rupiah).




F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja inl dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya dan terimakasin.

Bali, 15 September 2025

Kepala Bidang
Pembinaan Perekonomian Desa Adat
{selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)

NIP.19850428 200312 1 001




KERANGKA ACUAN KERJA { KAK/TOR )

KEGIATAN PENYELENGGARAAN DESA ADAT( SUB KEGIATAN KOORDINASI

DAN PENYELENGGARAAN PALEMAHAN) 2026

NAMA OPD

BIDANG
PROGRAM

CAPAIAN DALAM RPJMD

NAMA KEGIATAN

KELUARAN/CUTPUT

SUB KEGIATAN

QUTPUT

TARGET /KELUARAN

HASIL'OUTCOME

TARGET HASIL

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PROVINSI BALI
PEMBINAAN PEMBANGUNAN DESA ADAT

FEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI

- PERSENTASE DESA ADAT BERDAYA DALAM
KEGIATAN PARAHYANGAN, PAWONGAN
DAN PALEMAHAN

- PERSENTASE SUBAK YANG BERDAYA
DALAM REGIATAMN PARAHYANGAN,
PAWONGAN DAN PALEMAHAN

FPENYELENGGARAAN DESA ADAT

- LAPORAN DATA DAN INFORMAS|I POTENS!
DESA ADAT YANG TERSUSUN

- LAPORAN PENDATAAN SUBAK DAN SUBAK
ABIAN YANG TERSUSUN

- LAPORAN PROPOSAL USULAN PENCAIRAN
DaNA BKK SUBAK DAN SUBAK ABIAN YANG
YANG DIVERIFIKASI

- LAPORAN MONEV. PELAKSANAAN SE. GLUA
BALI MO, 0B TAHUN 2025.

- LAPORAN DATA
PEMBANGUNAN DESA ADAT

- LAPORAN PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN DESA ADAT

PENYELENGGARAAN

PERENCANAAN

KEGIATAN

KOLRDINAS DAN
PALEMAHAN

JUMLAH DESA ADAT YANG MANDIRI DALAM
FENYELENGGARAAN PALEMAHAN

JUMLAH LAPORAN HASIL KOORDINASI
PALEMAHAN

FPERSENTASE DESA ADAT YANG SUDAH
MENYUSUN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DESA ADAT
SESUAI DENGAN KETENTUAN

80,37 %
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A. LATAR BELAKAMNG
1. Dasar Hulum

1.

Undang Undang Republik Indonesia Momor 15 Tabun 2023 tentang
Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871) )

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 20189,
Tambahan Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali
Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Ball Tahun 2019,
Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 33;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Momor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah)

Peraturan Daerah Provinsi Ball Nomor 9 Tahun 2012 tentang SubakDesa

Adat di Bali {Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor B).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di
Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 5).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali

Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Provinsi Bali,

Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa Adat di Bali { Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019
Nomor 34 ).
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10. Peraturan Gubernur Ball Momor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di
Bali { Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 nomor 4 ).

2. Gambaran Umum

Pengaturan Desa Adat sepert yang di sebutkan pada Pasal 3 Peraluran
Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tenlang Desa Adat di Bali tujuannya
adalah untuk memberikan keelasan status dan kepastian hukum atas Desa
Adat dalam sistem kelatanegaraan Republk Indonesia demi mewujudkan
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Disamping itu juga bertujuan untuk
mamajukan adat, tradisi, senl dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat
Dasa Adat secara skala dan niskala Selain fujuan tersebut, salah satu fungsi
pengaturan Desa Adat adalah untuk menyelenggarakan Parahyangan,
Pawongan dan Palemahan Desa Adat.

Penyelenggaraan FParahyangan Desa Adat juga berdasarkan stas
Filososfi Tr Hita Karana yang menjiwal kehidupan masyarakat adat di Bali
yaitu adanya rasa bakthi Krama kepada |da Sang Hyang Widh Wasa / Tuhan
Yang Maha E=a melalul hubungan yang harmonis antara Krama Desa Adat
dengan Hyang Widhi Wasa dslam |katan Kahyangan Desa dan atau
Kahyangan Tiga.

Pawongan Desa Adat merupakan sistem sosial kemasyarakatan
yang harmonis antar Krama di wewidangan Desa Adat Krama Desa Adat
mamiliki swadharmal kewajiban dan swadikara/hak yang berbeda-beds antara
Krama Mipd, Krama Tamiu dan Tamiy, Dalam pelaksanaan antar krama desa
adat dalam berinteraksi sosial haruslah berlandaskan pada nilai-nilai kearifan
lokal Bali yaitu nilail yeng terkandung dalam Sad Kerthi

Palemahan Desa Adat merupakan sistem hubungan yang
harmonis antara krama dengan lingkungan di wewidangan Desa Adat

Awig-awig Desa Adal dianteranya memual tenlang swkrela tata
Palermahan, hal ini menunjukkan bahwa sisiem FPalemahan di Desa Adat telah
diatur sedemikian rupa sehingga tersurat ada yang boleh dilaksanakan dan
tidak boleh dilaksanakan serta sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan
krama di Desa Adat yang bersangkutan
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Kemampuan Desa Adat dalam pengslolaan aklivitas palemahannya
merupakan saiah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pembangunan
Desa Adat Salah satu indikator pengukuran tersebut adalah seberapa besar
anggaran Desa Adat yang bersumber dan Pendapatan Asli Desa (PAD) Adat di
alokasikan untuk penyelenggaraan aktifitas kegiatan palemahan dibandingkan
dengan jumlah bantuan keuangan dari Pemeritah Provinsi Ball Pemerintah
Kab /Kota atau bantuan keuangan dari pinak lain yang bersifal lidak mengikat.

Contehnya adalah jka Desa Adat mengaickasikan dana PAD nya 60%
dalam penyelenggarsan akiivitas kegatan pslemahan pada satu tahun
anggaran dan sisanya 40 % menggunakan dana bantuan Pemprov. Bali/dana
bantuan lainnya, maka Desa Adat fersebut dikatagorikan cukup mandini.
Selanjutnya apabila ditahun benkutnya Desa Adat tersebut mengalokasikan 70
% PAD Adatnya untuk membiayai aktivitas kegiatan palemahannya dengan
pendamping 30% dari dana bantuan Pemprov Ball / dana bantuan lainnya,
maka Desa Adal tersebut dikatagorikan semakin mandirl. Demikian jugs
selanjutnya apabila semakin tinggi alokasi anggaran PAD Adat digunakan
untuk membiayal kegatan akifitas palemahan Desa Adal dibandingkan
glokasi bantuan Pemprov. Bali/dana bantuan lainnya, maka Desa Adat tarsebut
dikatagonkan sangat mandirl, sehingga Pembangunan Desa Adat tersebut
dibaga palemahan menjadi semakin maju. Pada tahun 2026 proyeksi Dess
Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan  akiifitas palemahan adalah
sabanyak 1.350 Desa Adal. Semakin meningkatnya kemandirian Desa Adat
dalam penyalenggaraan Falemahannya maka akan berdampak pada semakin
besarnya kemandirian Desa Adal dan semakin banyaknya Desa Adat yang
berdaya dalam penyelenggaraan aktivitas Farahyangan, Pawongan dan
Falemahan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pedoman/Petunjuk Teknis Bantuan
Keuangan Khusus (BKK) Subak dan Subak Abian, Penyusunan Rencana Induk
Pembangunan Desa Adati(RIPDA) serta sosialisasi  Perencanaan
Pembangunan Desa Adat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan
pemahaman Kepala Desa dan Pekaseh/Melian Subak Bandesa dan Prajuru
Desa Adat akan pentingnya kemandinan Desa/Desa Adat/Pekassh dalam
mengatur dan melaksanakan pembangunan di wewidangammya Dengan
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terbangunnya kesadaran Bandesa dan Prajuru Desa Adat serta Kepala Desa
dan Pekaseh, maka diharapkan mereka akan berupaya untuk mengalokasikan
anggaran PAD Desa/Desa Adstnya secara maksimal dan bersifat
representative terhadap aktifitas kegiatan di baga FParahyangan, Fawongan dan
Pafernahan Diharapkan pengalokasian akiifitas di baga palemahan ini semakin
tahun semakin tinggl porsinya dibiayal dar PAD Adat dibandingkan dengan
dana bantuan Pamprov, Bali sehingga dapal mencerminkan semakin
mandinnya Desa Adat tersebul dalam memblayai aktifitasdi wewidangan Desa
Adatnya.

Selanjutnya untuk mencegah terjadinya penurunan kesucian Pura,
pencunan Pralima, dan penyalahgunaan Simbol Keagamaan, mencegah dan
menanggulangi kerusakan |, pengrusakan, pencunan, penocdaan, dan
penyalahgunaannya secara niskala-skala serta untuk lebin
menumbuhkan/membangkitkan kesadaran krama Desa Adat  terhadap
pentingnya kesucian pura, pratima dan symbol keagamaan lainnya, maka
masih perlu dilakukan upaya melaksanakan Sosialisasi Peraturan Gubemur
Bali No. 25 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima dan Simbol
Keagamaan secara massif dan terus menerus yang menyasar kepada
prajuru/karma Desa Adat, Pengempon/Pengemong Pura, Pecalang, Yowana
dan pelaku pariwisata.

Demikian juga dengan kegiatan pengumpulan data dan informasi
potensi Desa Adat | penyusunan Rencana Induk Pembangunan Desa Adat
yang diawall dengan fasilitasi penyusunan pela batas wilayah/wewidangan
Desa Adat, penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Adat money.
Pelaksanaan SE Gub. Bali No. 09 Tahun 2025 Verifikasi proposal pencairan
BKK Subak dan Subak Abian menjadi sangal penting untuk djadikan bahan
perumusan kebijakan dibidang pembinaan pembangunan Desa Adat Karena

keberadaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali masih relative
baru terbentuk, maka kegiatan pengumpulan data dan informasi masih terus

dilaksanakan melalui metodologl wawancara, pencatatan, nventansasi,
dokumentasi serta peninjauan obyek di baga parahyangan, pawongan dan
palemahan Desa Adal. yang nantinya dapat dijadikan sabagal bahan
parumusan kebijakan.
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Dengan memperhatikan hal tersebut diatas maka dipandang periu uniuk
melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat khususnya di Sub Kegistan
Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan yang dilaksanakan o 9
(Sembilan) Kaeb/Kota terhadap 1500 Desa Adat seria 2883 Subak/Subak
Abian yang ada di Bali,

E. PENERIMA MANFAAT
Yang akan menerima manfaat dari kegiatan Penyalenggaraan Desa Adat
pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan adalah Desa
Adat di 1.500 Desa Adat dan 2.883 Subak dan Subak Abian se-Ball.

C. STRATEGI PENCAPALAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan

Metodelogi yang dipergunakan dalan pelaksanaan Kegiatan ini adalah

swakelola malalui

a Sosialisasi (Penyusunan RIPDA,  Penyusunan  Perencanaan
Pembangunan Desa Adat, Pedoman/Petunjuk Teknis BKK Subak dan
aubak Abian, Pergub Bali No. 25 Tahun 2020} yang dilaksanakan d 8
Kab./Kota se-Bali dengan jumiah peserta sabanyak 50 orang per
kegiatan sosialisasl serta verifikas: 2 855 usulan pencairan BKK. Subak
dan Subak Abian.

b. Pengumpulan dan penyusunan data informasi dan potensi Desa Adst di
9 Kab./Kota

¢. Pendampingan penyusunan RIPDA dan Perencanaan Pembangunan
Desa Adat di 9 Kab.fKota,

d. Pencatatan dan Pemutakhiran Data Pura, Pratima dan Simbol
Keagamaan serta data Subak dan Subak Abian di 9 Kab /Kola.

g. Monev. Pelaksanaan SE Gub. Ball No 09 Tahun 2025 Tentang
Gerakan Ball Bersih Sampah

2. Tahapan dan waktu palaksanaan

Tahapan —tahapan pelaksanaan lerdiri darn

a. Pembentukan Tim Pancatatan, Pendataan, Narasumber dan Moderator
Kegiatan
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b. Perggendssn Buky Pedoman ¢ Petuniuk Teknis /Rujukan RIPDA,
Subak dan Suhak Abian, Pencatatan , Pendataan Pura, Pratima dan
Simbol Keagamaan serta Fenyusunan Perencangan Pembangunen
Dega Adat.
o Koordinas! dengan Wajelis Utama Desa Adat.Majalis Madya Desa Adat
di 89 kKabJKota, Maehs Utama Subak, dan Majalis Madya Subak di 9
Kab./Kota, SKPLD Kab /Koiz terkait, berkenassn dengan sosiatisas
pencatatan, pendataan, pendampingan kegistan  Penyelenggarasn
Da=a Avat.
d Pengumpulan dan pamyusunan Jdata informasi dan potensi Desa Adat
di 9 Kab /Kola.
g. Pendataan Subak dan Subak Akian di § Kah./Kaota
f Pendampingan Penyuaunan Rencana nduk Pembangunan Desz Adat
di 9 Kab fKota
g. Pendampingan Penyusunan Perencansan Pembangunan Desa Adat di
3 Kab./Kola.
, h. Verfkasi praposal Subsk dan Subak Abian untuk BKK Subak Tahun
Anggaran 2025
i i. Bosiglisasi Perguk, PedomanPatunjuk Teknis { Rujukan [ Pendatasn
i kagiatan Panyelenggaraan Dasa Adal.
) Monitoringfevaluasi pelaksanaan SE. Gub. Bali No. 09 Tahun 2025
b Monitaring dan Evaluasi penggunazn dana BKK Subaki/Subak abizn
Tahur 2026
I Panyustnan laporan kagiatan.

3. Pamanggung [awab Keglatan @ Kepala Dines Femaluan Masyarakat
Adat Provinsi Bali,
Palaksanaan heglatan : Kepala Bidang Pembinasan
Pambangunan Desa Adat

0. WAKTU FENCAPIAN SASARAN
¥egiatan ini akan dilaksanakan salama dua belas bulars dirmuslar dan
bulan Januari sid Dezember 2026 dangan matrik pelaksanaan kegigian
tedampir.
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E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

sumber dana yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan
Penyelanggaraan Desa Adat{ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan
Palemahan) adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah { APBD)
Provinsi Bali sebesar Rp. 225 920.000,- dengan nncian sebagai berikut :
- Belana Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor — Bshan Cetak sebesar Rp.

55.760.000. -

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 68 400 000,
- Balanja Peralanan Dinas Calam Negen sebesar Rp 101. 780,000 -

Demikian Kerangka Acuan Kena inl disusun sebagai pegangan /
pedoman dalam melaksanakan kegiatan Penyelengagaraan Desa Adst sub
kegiatan Koordinas: dan Penyelenggaraan Palemahan Tahun Anggaran
2028

Bali. 16 September 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penyelenggaraan Desa Adatl
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan
Palemahan

L
-

I Made Artana Yasa B.Sos. M.Si
NIP, 19680514 199003 1 014
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama OPD . Dinas Pemajuan Masyarakat Adal Provinsi Bali
Mama Bidang/Bagian : Pembinaan Pemerintahan Desa Adat
Nama Program : Pemajuan Masyarakat Adat Bali

Capaian Program (Qutcome): Jumiah Prajuru Desa Adat yang Dibena sebanyak 300 orang
Target Outcome Program  © Jumiah sumber daya manusia Desa Adat yang berkompeten

sebanyak 300 Orang
Nama Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia
Hasil Kegiatan : Jumlah Prajuru Desa Adal yang berkompeten berkompeten
Target Hasil kegiatan : 300 Orang
Nama Sub Kegiatan : Pembinaan Prajuru Desa Adat
Kaluaran Sub Kegiatan . Jumlah Prajuru Desa Adat yang Dibina

Target Quipul Sub Kegiatan : 300 orang

1. Latar Belakang
a. Dasar Hukum

2.

2

Undang-Undang Momar 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;

Permendagr MNomor S0 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Momenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Ball Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Bal Momar 2);

. Peraturan Daerah Momor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Ball Tahun 2018-2023
{Lembaran Daerah Provingi Bali Tahun 2018 Momor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Provins: Ball Nomor 3);

. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali

{Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomer 4, Tambahan Lembaran
Craerah Provinsi Bali Momaor 4);

Peraturan Gubernur Momor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);




T, Paraturan Gubamur Bali Momor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Crganisasi, Tugas Can Funnsi, Seria Tate Kega Perangkat Daersh di Lingkungan
Famadntah Provins Badi (Berita Dasrah Provingl Bali Tahun 2022 Momor 72);

& Perzturan Gubemur Nomor 2 Tahun 2023 {entang Ferubzhan Kedua Afas
Fersturan Guberure Bali Momoe 34 Tahup 2018 atang Panoselalzan Keugangan
Pmsa Adai di Bali (Benta Daerah Provinsi Bab Tahun 223 Momaor 23;

B, Fergturan Gubernur Bali Momor 14 Tahun 2025 taplzng Rencana Pambangunan
Daerah Provinsi Bali tahun 2024-2026 {Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023).

b, Gambaran Linum
Pambinaan Prajuru Desa Adat merupskan salah satu upaya sirategis Pemedntah
Provins Bali urtuk meningkatkan kapasilas, kuslias, serta kompetensi pengunus dess
adal dalam menjalankan peran dan funganya. Prajeru Desa Adat sebagai garda
terdepan dalam menpge talanan adst, budeya, dan fradisi Bali, dituniuvt memiliki
pamahaman mendalam mangensi tata kelofa desa adal, kemnmampuran manajaral, sertsa
kapaml rpinan yang adaptif lerhadap dinamiks sosial dan perkembangan zaman.

2. Lokasl
Felaksanaan kegiatan Fembingan Prajura Desa  Adai mencakup  selurun
K.ahu patenfoota, Kecamaian, den Desa Adat di Provinsi Bali.

3. Stratagl Pancapaian
g. Metode Pelaksanaan
Kegiatan dilaksanakan dengan metode swaketola melalui beberapa tahapan,
: yaibu:
1. Sooiglizasi; penyampaizan informasi terkat pengustan S0M Frajuru Desa Adat
dan pamabaman regllasl,
2. Kunpungan Lapangar; idardifikasi kordisi nil, kebuluhen, dan polensi 500 Praiur
di masing-masing desa adat.
3 Koordinast dengan Instans Terkal; sinermi dengan  pemedmtsh  daersh,
majellsembaga  dat, dan phak terkait untek mempedost pembinaan
tarkalzneizan,




b. Tahapan dan Wakiu Pelaksanaan

B .[ © Waktu Pelsksanaan
Tahapan . : oo E—
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Juf | Agust | Sep | Okt | MNov | Des
1 | Persiapan Adminisirasi ' | 3 | 1 |
2 | Rapat Persiapan || | o
3 | Pelaksanaan Kegiatan | ; .
e L] Y %
4 | Pelaporan
| ‘ll ".I_ | o

4. Waktu Pencapaian Sasaran

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun, mulai Januari sampai
dengan Desember,

5. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Anggaran
Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar
Rp. 50.048.000,00

No | Uralan Pagu Anggaran
' Belanja Barang Pakai Habis - Rp. 28.048.000,00
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Rp. 2.298.000,00
Cetak
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Rp. 1.000.000.00
Pos
3 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 24 750.000.00
 Belanja Jasa Kantor | Rp. 62.000.000,00 |
I 1 | Honorarium Marasumber atau | FTEHEIHQ, Rp. 62.000.000,00 D
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

Bali, 15 September 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan
Desa Adat,

| Putu Andhika Putra, S5TP
Pembinal/(l\Via)
MIP. 18840709 200312 1 001
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Mama OPD - Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Mama Eidang/Bagian : Pembinaan Pemerintahan Desa Adat
Marma Program : Pemajuan Masyarakat Adat Bali

Capaian Program (QOutcome): Jumiah sumber daya manusia Desa Adat yang berkompeten

sebanyak 300 Orang

Target Qutcome Program  : Jumiah SDM Desa Adal yang mampu mendukung pelestaran

dan pengembangan pendidikan pasraman

Nama Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia
Hasil Kegiatan - Jumlah sumber daya manusia Desa Adat yang berkompeaten
Target Hasil kegiatan : Jumlah sumber daya manusia Desa Adat yang berkompeten

sebanyak 300 Orang

Mama Sub Kegiatan . Pembinaan Pendidikan Pasraman
Keluaran Sub Kegistan WJumiah Crang yang Mengikuti Pembinaan Pendidikan

Pasraman

Target Output Sub Kegiatan | 100 orang

1. Latar Belakang
a Dasar Hukum

1.
2.

a,

Lindang-Lindang Momaor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;

Peraturan Menterd Agama Republik Indonesia MNomor 58 Tahun 2014 tentang
Pendidikan Keagamaan Hindu,

Permendagr Momor 30 Tahun 2019 teniang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenkiatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daarah;

. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Semesia Berencana Prowvinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Momor 2);

. Peraturan Deerah Momor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daesrah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran

Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daeran Provinsi Bali
Momor 3);



6. Peraturan Daerah Provingi Bali Nomor 4 Tahun 2045 fenfang Desa Adat i Bali
{Lermbaran Daerah Provinsi Bzli Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Caearah
Provingi Bal Moo 4);

7. Paraturan Gubemur Komor 4 Tahun 2020 tentang Fersturan Polsksansan Pargturan
Craerah Nomor 4 Tahun 2079 Tentang Ceea Adat dl Ball (Berila Draarah Provinsi Bal
Tahun 2020 Momr 4);

8. Peraturan Gubemur Babi Momor 25 Tahen 2023 fantang Hedodukan, Susunan
Drganisas, Tugas Dan Fungsi, Serta Tala Kerja Perangkst Daserah o Linglkungen
Pamerntah Provinsi Bali (Berita Deerah Provinsd Bal Tahun 2022 Momor 72);

B, Pergiuran Gubernur Nemaor 2 Tahun 2023 1entang Perubahan Kedua Atas Peraiuran
Gubemur Bali Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pergaloean Kevangan Dosa Adat i
Bak (Berita Dawerah Proving Bal Tanun X023 Momor 2);

10. Paraturan Gubemur Bali Momor 14 Tahun 2023 tertarg Fentana Pembangunsn
Daerah Provinsi Beli tahurn 2024-2025 (Banta Daerah Provinsi Balk Tahun 202353,

b. Gambaran Umum

Bemasarkan kelantuan pasal 42 Parda Nomor 4 Tahon 2019 tenl=ng Desa Adsi di Bali,
yang dimaksud dengan Lembapga Adat adalah lembaga yang menyalenggarakan fungsi
adat istedel den mengedi baglan dard sysunan asl Desa Adat yang tambuh dan
pemembany atas prakarss Desa Adat slau Krama Dess Adat. Lembsapga Adat di
lingkungan Desa Adat, terdin atas:

1) Paikatan Pamangk.;

2 Paiketan Serat;

¥ Paiketan Wradha;

41 Facalang:

7 Yowana Desa Adal,;

6 Faiketan Krama 1sti Desa Adel;

71 Fasramen; dan

8) Sekaa dan Lami@ga Adal @Einnya.

Fasraman marupakan wadak pendidikan beritasis keagamaan Hindu unfek

pangerrtangan jati din, inlegritas moral, dan kuslias Krama Desa Adat. Pasraman

dgapal disstenggarakarn dakam berduk farmeal, netdfomal, dan nformad. Pasraman formal

dlsmlenggarakan Dasa Adat dalam bantulc

. Pratama Widya Pasraman & sefingkat pendidikan analk usia dini;

. Fretams Widva Pasraman B setingkat iaman kanak-kanak;

A Widlya Pasraman pendidikan dasar satingkat Sekomah Dasar,

- Madyvama Yidva Fazraman Fendidikan lenengah sefingkat sekolah menengah
partams;

. LKama Widya Pazraman Fendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas; dan
faha Widya Ltama Pasraman Pendidikan sstingkast Pemguman Tinggi.

af W

il

2. Lokasi
Felaksgnsan Pembingan Perdidiken Fasaman mencakup seluuh Kaotafebupsaten,
Kecamatan, dan Desa Adat di Provinsd Bali,



3.

Strategi Pencapakan
a, Metode Pelaksangan

Kegistan ini menggunakan metode swakekla melipul sosialisasi, Renjungan
lapangan, berkoordinasi instansi terkadt dalam rangka pambentukan dan pembinasn
Pendidikan Pasraman. '

1. Sosiglizasi

a Wemberkan pemahaman kepada masvaraket, pongelals pasraman, sata
1okoh adat mengenai perfingrya kKeberadaam penchdlkan pastaman sebagai
wadah penguatan nilai-nilar agame, badays, dan moral,

o Menjedaskan cdesar hukuet, dujuan, sarz mekanisme pembenlukan dan
pembrrasn pasraman.

&  Meninghalkan parlisipesi rnaﬁ;rarakql dalam mendukung kabarangsupgan
pendidikan pasraran,

2. Kunjungan Lapangan

e Mengidentifikast kondiei pyata pasraman yang sudab ada maupun wilayah
ey berpatens einfuk mambentul pasramnian ban.

o IMelakukan psndaripingan langsung terhadap pengelda pasraman dalam
aspek manaaral, Kufkulum, safa sarana prasarana.

o [danyarap aspirazl masyarakasl dan tokoh adat terkait pengembangan
pasraEman sesuUsl dangan kabutiuhan lokal.

3, Koordinasi dangan Instansi Tarkait

o Bekerjz sama dangan perannish dsersh, lembaga keagamean, dan
lembags adat untek memastikan dukungan requlasi dan fasilifas.

o Menjalin snergi dsngan dinaz pendidikan, kantor urusan agama, ssarta
maels keagamaan Hindu dalam rangka penyusunan kuckdur, peningkatan
kualitas tenaga pendidik, dan pembinean berkelanjutan.

a WMenetapkan mekanisme kerfja sama jangke panjang urtuk menjaga
keberangsungan pasrarman sebagai lembagsa pendidikan berbasis adat dan
agama.

Metode swakeldta ini memberikan keleluasaan bagi masyarskat dan lembana adat
untuk mengelala pasraman sesuai dengan kebuhdwan lokal, namun  ietap
mendapatken pendampingan dan pembingan dar instansi terkait




b. Tahapan dan Wakiu Pelaksanaan

" Waktu Pelahsanaan
Tahapan .
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sep Mov
1 | Persiapan Admmisirasi o
2 HRapat Persigpan | J
3| Pelaksanaan Kegiatan | J |
| | R

4 | Pelaporan [ | | - J

4. Waktu Pencapaian Sasaran

Felaksanaan Pambinaan Pendidikan Pasraman dilaksanakan selama 1 tahun

5. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Anggaran

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar
Rp. 28.145.000 -

Mo

Uraian

BelanjaBarang Pakai Habis

Pagu Anggaran
Rp. 10.865.000,00

1

Belanja Alat/Bahan uniuk Kagiatan Kantor-
Bahan Cetak

Rp. 1.950.000,00

2 | Belanja AlatBahan untuk Kegiatan Kantor- Rp. 1.000.000,00
Benda Pos
3 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 7.875.000,00

" Belanja Perjalanan Dinas Biasa

'Rp. 17.280.000,00

1 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Rp. 17.280.000,00

Bali, 15 September 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kepala Bidang Pembinaan Pemerintan Desa

Adat,

.

| Putu Andhika Putra, 5.5T
Pembinal(lVia)
NIP. 19840709 200312 1 001
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

MNama OPD - Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Mama Bidang/Bagian - Pembinaan Pemernintahan Desa Adat
MNama Program  Pemajuan Masyarakat Adat Bali

Capaian Program {Cutcome): Jumlah SOM Lembaga Adat yang Dibina sebanyak 50 Orang
Target Quicome Program - Jumlah sumber daya manusia Desa Adat yang berkompeten

sebanyak 300 Orang

Mama Kegiatan - Pembinaan Sumber Daya Manusia

Hasil Kegiatan Jumiah sumber daya manusia Desa Adat yang berkompeten

Target Hasil kegistan - Jumiah sumber daya manusia Desa Adat yang berkompetan
sebanyak 300 Orang

Mama Sub Kegiatan : Pembinaan SDM Lembaga Adat

Keluaran Sub Kegiatan s Jumiah SDM Lembaga Adat yang Dibina

Tanget Qutput Sub Kegiatan | 50 orang

1. Latar Belakang
a. Dasar Hukum

1.
2

3

Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;

Permendagr Momor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Momenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsli Bali Tehun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provins Bali Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daarah Provinsi Ball
MNomor 2);

Peraturan Daerah Nemor 3 Tahun 2018 Tenlang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Semestia Berencana Provinsi Bali Tahwn 2018-2023 (Lembaran
Caerah Provinsl Bali Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
MNomaor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali
(Lembaran Deerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomer 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomaor 4),

Peraturan Gubernur Momor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelakzanaan Peraturan
Daerah Momor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah FProvinsi Ball
Tahun 2020 Nomor 4),




. Peraturan Gubemur Bal Momor 25 Tabhun 2023 tentang Keduduokan, Susunan

Crganiaasi, Tuges Dan Fungsi, Sorte Tata Kerja Porangkeat Daersh di Linghungan
Pamerintah Provingi Bali (Benits Dagrah Provinsi Ball Tahun 2022 Momor 72}
Feraturan Gubemur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Permibstan Kedua Ates Pergturan
by Bali Mamor 34 Tahoen 2015 {entang Fengsiolaan Kauangan Oesa Adal di
Bali (Bendta Dasrah Provinsi Bal Taken 2023 Nermor 21

Paratyran Gubamur Bali Momor 14 Tahun 2023 tentang Bencana Pembangunan
Drasrah Provingi Bali tahun 2024-2026 {Bevite Dacrah Frovinsi Bali Tahun 2023).

. Eambaran Umum

Pembinaan Sumber Dava Manusia (50M) Lembega Adet merupakan upaya

sirategis untuk meningkstkan kapasias, kuslitas, serta profesionalitas pengurus dan
anggota lembaga adat dalam menjalanken peran dan fungsnya. Lembaga adat sebagai
salah s&tu pilar peniing dalem merjaga, melestadkan, dan mengambangkan nilainilal
budaya, tradisi, serta kearfan lokal, membutubkan SOM yang Gdek hanye memahami
tatanan adat, telapi juga mampu memyesuaikan did dengan perkembangan zaman.
Melalur pembinaan, SOk lembaga adal diarghkan agar memiliki:

1.
2

Femahaman mendalam tertang noma, aturas, dan &b keola adat.
Kemampuan managenal dalam menpalola organlsas adat secarg sfekil, transparan,
dan akurktakel,

. Kompstensi kapamimpinan yang marnpu mengaye, menhjadi tefadan, dan menjgga

harmonisasi susial di tengah masyarakal adat.

Keterampilan sdaptf dalam menghadap tastangan modem, seperti digitalisasi,
regulas pemeariniath, dan dinamike sossl hudays,

Kesadamn kolekill unhk men@ga wadsen |ebur sekabgus bekontribusi paca
pembangunan masyarakat yang berkeadaban.

Lokasi
Palaksanaan pambindan akan Sumber Daya Manusia (S0M) Lambaga Adat mencakup
salunh Kota'Kabupatan, Kecamalan, dan Desa Adal di Prowlnsi Bali,

Strategl Fencapalan

a. Metode Palaksanaan
Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga Adal dilaksanakan
dengan melode swakelda, yaiu malibatkan parisipas sktif dan izmbaga adal
berzama instansi iekail, dengan 1ahapan sehagai berkut;

1. Gosizlisasi

a Penyvampaian informasi ferkait penfingnya penguatan 300 Lembaga Adal.



o Membernkan pemahaman mengenai reguiasi, peran, dan fungsi ismbaga acal
dalam tata kelola masyarakal

o Mengguaah kesadaran dan partisipasi penpurus serta anggota lambaga adat.
Z. Runjungan Lapangan

o Mengidentifikasi kondisi rill, kebutuhan, serfa potensi 30M lerbaga adat o
masm-masing wilayait.

o Melakukan pendampingan langsung dalam penyusuTEn program keja dan
lata kelola lembaga adat.

o Mendoureng parisipesi masyarakst dalam mendutlamg pembinaan SO0,
3. FKoordinasi dengan Instarsi Terkait

o Melakukan sinergi dengan pemerintah deerah, majelisfembaga adat tingkat
provinsi maupun kabupaien/koia, serta pinak lerkait l@innya.

o Mearnashican dukd ngan regllzesi, fasilltas, dan sumiber daya untuk
mAmpErkual paran lembsgs adal,

o NMembankk mekanlsme pambingan backalanulan melalu kerje sama bmtas
saktor,

b, Tahapan clan Wakhu Palaksanasn

Wi o Pelkvanasc

Tahapan -—— —
Jan | Fetr | Mar | Apr | Mek | Jun | Jul FAqust | Sep | Ot | Wor | Des

Persispen Adminisiras! J

Rapat Permigpan n

Palzksanagsn Kegislan

| 3| k3] -

Palaptran

4. Waktu Pencapanan Sasaran

Pelaksanazn peambinaan akan 3umbar Daya Manusia (SDM) Lembaga Adat
dilaksanakan salzma 1 tahun




5. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Anggaran

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar
Rp. 9.000.000 -

| No | Uraian Pagu Anggaran '
|
BelanjaBarang Pakai Habis Rp. 9.000.000,-
1 Tilﬂ;ﬁ]?ﬂianm dan Minuman Fp. 9.000.000,-
Rapat
Bali, 15 September 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kepala Bidang Pembinaan Pemerintan Desa
Adat,

o

| Futu Andhika Putra. 5.5TP
Pembinal(lV/a)
NIP.19840708 200312 1 001




